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ANGGARAN 1A ANGGARAN IB ANGGARAN IC ANGGARAN ID ANGGARAN IE DATA DAiﬁggf&?\ff TEKNIS
[ [ [ | [ [
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
ANGGARAN IA-1 ANGGARAN IB-1 ANGGARAN IC-1 ] ANGGARAN ID-1 ] ANGGARAN IE-1 — DUKUNGAN TEKNIS
SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI PENGOLAHAN DATA
ANGGARAN IA-2 ANGGARAN IB-2 ANGGARAN IC-2 ] ANGGARAN ID-2 ] ANGGARAN IE-2 ] ANGGARAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
ANGGARAN IA-3 ANGGARAN IB-3 ANGGARAN IC-3 ] ANGGARAN ID-3 ] ANGGARAN IE-3
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
ANGGARAN IA-4 ANGGARAN IB-4 ANGGARAN IC-4 ] ANGGARAN ID-4 ] ANGGARAN IE-4
[ [ 1 [ [ 1

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT ANGGARAN 1II

DIREKTORAT
ANGGARAN 1I

LAMPIRAN III-5
PERATURAN MENTERI
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

KEUANGAN NOMOR

206/PMK.01/2014

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN IIA

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN IIB

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN IIC

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN IID

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN IIE

SUBDIREKTORAT
DATA DAN DUKUNGAN
TEKNIS ANGGARAN II

SEKSI
ANGGARAN IIA-1

SEKSI
ANGGARAN IIB-1

ANGGARAN IIC-1 |

SEKSI

SEKSI
ANGGARAN IID-1 |

SEKSI
ANGGARAN IIE-1

SEKSI
ANGGARAN IIA-2

SEKSI
ANGGARAN IIB-2

ANGGARAN IIC-2 |

SEKSI
DUKUNGAN TEKNIS

SEKSI

SEKSI
ANGGARAN IID-2 |

SEKSI
ANGGARAN IIE-2

SEKSI
ANGGARAN IIA-3

SEKSI
ANGGARAN IIB-3

ANGGARAN IIC-3 [ |

SEKSI
PENGOLAHAN DATA
ANGGARAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA

SEKSI

SEKSI
ANGGARAN IID-3 [ |

SEKSI
ANGGARAN IIE-3

SEKSI
ANGGARAN IIA-4

SEKSI
ANGGARAN IIB-4

ANGGARAN IIC-4 T

SEKSI

SEKSI
ANGGARAN IID-4 T

SEKSI
ANGGARAN IIE-4

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT ANGGARAN III

DIREKTORAT
ANGGARAN III

LAMPIRAN III-6

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR

206/PMK.01/2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN IIIA

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN IIIB

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN IIIC

SEKSI
ANGGARAN IITA-1

SEKSI
ANGGARAN IIIB-1

SEKSI
ANGGARAN IIIC-1

SEKSI
ANGGARAN IITA-2

SEKSI
ANGGARAN IIIB-2

SEKSI
ANGGARAN IIIC-2

SEKSI
ANGGARAN IITA-3

SEKSI
ANGGARAN IIIB-3

SEKSI
ANGGARAN IIIC-3

SEKSI
ANGGARAN IIIA-4

SEKSI
ANGGARAN IIIB-4

SEKSI
ANGGARAN IIIC-4

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN IIID

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN IIIE

SUBDIREKTORAT
DATA DAN DUKUNGAN
TEKNIS ANGGARAN III

SEKSI
ANGGARAN IIID-1

SEKSI
ANGGARAN IIIE-1

SEKSI
DUKUNGAN TEKNIS

SEKSI
ANGGARAN IIID-2

SEKSI
ANGGARAN IIIE-2

SEKSI
PENGOLAHAN DATA
ANGGARAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA

SEKSI
ANGGARAN IIID-3

SEKSI
| ANGGARAN IIIE-3

SEKSI
ANGGARAN IIID-4

SEKSI
ANGGARAN IIIE-4

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL




LAMPIRAN III-7

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

DIREKTORAT
PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK

PERATURAN
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN

NOMOR

206/PMK.01/2014

SUBBAGIAN
TATA USAHA
| l l SUBDIREI'(TORAT SUBDIREI'(TORAT l
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PENERIMAAN PENERIMAAN SUBDIREKTORAT
PENERIMAAN MINYAK DAN PENERIMAAN PENERIMAAN DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA
GAS BUMI LABA BUMN KEMENTERIAN/LEMBAGA 1 1 / m / PNBP
| | | | | |
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
— PENERIMAAN PENERIMAAN — PENERIMAAN — PENERIMAAN — PENERIMAAN — DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS
MINYAK DAN GAS BUMI I LABA BUMN I KEMENTERIAN/LEMBAGA IA KEMENTERIAN/LEMBAGA IIA KEMENTERIAN/LEMBAGA IIIA PNBP I
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
— PENERIMAAN PENERIMAAN — PENERIMAAN — PENERIMAAN — PENERIMAAN — DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS
MINYAK DAN GAS BUMI II LABA BUMN II KEMENTERIAN/LEMBAGA IB KEMENTERIAN/LEMBAGA IIB KEMENTERIAN/LEMBAGA IIIB PNBP II
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
— PENERIMAAN PENERIMAAN — PENERIMAAN — PENERIMAAN — PENERIMAAN — DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS
MINYAK DAN GAS BUMI III LABA BUMN III KEMENTERIAN/LEMBAGA IC KEMENTERIAN/LEMBAGA IIC KEMENTERIAN/LEMBAGA IIIC PNBP III

SEKSI
— PENERIMAAN
MINYAK DAN GAS BUMI IV

SEKSI

— PENERIMAAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA ID

SEKSI

— PENERIMAAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA IID

| KELOMPOK |
[ | JABATAN FUNGSIONAL [ |




LAMPIRAN III-8
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

DIREKTORAT
SISTEM PENGANGGARAN
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
TRANSFORMASI SISTEM STANDAR BIAYA EVALUASI KINERJA TEKNOLOGI INFORMASI
PENGANGGARAN PENGANGGARAN PENGANGGARAN
| | | |
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
— PERENCANAAN SISTEM STANDAR BIAYA I — EVALUASI KINERJA — BASIS DATA
PENGANGGARAN PENGANGGARAN I PENGANGGARAN
SEKSI SEKS] SEKSI SEKSI
— PROSES BISNIS STANDAR BIAVA I | EVALUASI KINERJA | PENYAJIAN INFORMASI
PENGANGGARAN PENGANGGARAN 1II PENGANGGARAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
— PENERAPAN SISTEM STANDAR BIAYA III — EVALUASI KINERJA — PENGEMBANGAN SISTEM
PENGANGGARAN PENGANGGARAN III INFORMASI PENGANGGARAN
SEKSI
SEKSI SEKSI
SEKSI DUKUNGAN TEKNIS
— RISET DAN PENGEMBANGAN — EVALUASI KINERJA —
KLASIFIKAST ANGGARAN STANDAR BIAYA PENGANGGARAN 1V INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI
INFORMASI
[ [ [ | [ |

| KELOMPOK |
[ [JABATAN FUNGSIONAL[ |




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PENGANGGARAN

LAMPIRAN III-9
PERATURAN MENTERI
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

SUBDIREKTORAT
HARMONISASI PERATURAN
PENGANGGARAN KEMENTERIAN
DAN LEMBAGA

KEUANGAN NOMOR

DIREKTORAT
HARMONISASI PERATURAN
PENGANGGARAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT
HARMONISASI PERATURAN HARMONISASI PENGANGGARAN
JAMINAN SOSIAL HARMONISASI PERATURAN PNBP REMUNERASI

SEKSI
HARMONISASI PERATURAN
PENGANGGARAN KEMENTERIAN
DAN LEMBAGA I

SEKSI
HARMONISASI PERATURAN
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

SEKSI
HARMONISASI PERATURAN
PENGANGGARAN KEMENTERIAN
DAN LEMBAGA II

SEKSI
HARMONISASI PERATURAN
JAMINAN SOSIAL PENSIUN DAN
TUNJANGAN HARI TUA

SEKSI
HARMONISASI PERATURAN
PENGANGGARAN KEMENTERIAN
DAN LEMBAGA III

SEKSI HARMONISASI
PERATURAN JAMINAN SOSIAL
KECELAKAAN KERJA DAN

KEMATIAN

SEKSI
— HARMONISASI
PERATURAN PNBP I

SEKSI
— HARMONISASI
PERATURAN PNBP II

SEKSI

— HARMONISASI
PERATURAN PNBP III

| KELOMPOK
[ |[JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI HARMONISASI
PENGANGGARAN REMUNERASI
PEJABAT NEGARA DAN LEMBAGA
NON STRUKTURAL

SEKSI HARMONISASI

— PENGANGGARAN REMUNERASI

PEGAWAI NEGERI

SEKSI

— HARMONISASI PERATURAN

REMUNERASI LAINNYA

206/PMK.01/2014



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN IV-1

PERATURAN MENTERI

KEUANGAN NOMOR

206/PMK.01/2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK

DIREKTORAT JENDERAL

SEKRETARIAT

OR GfgglAASI\; DAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
TATA LAKSANA KEPEGAWAIAN KEUANGAN PERLENGKAPAN UMUM
DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT PENYULUHAN, DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL TRANSFORMASI DIREKTORAT
PERATURAN PERATURAN PEMERIKSAAN DAN INTELIJEN DAN EKSTENSIFIKASI DAN KEBERATAN DAN POTENSI, KEPATUHAN, PELAYANAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TRANSFORMASI TEKNOLOGI TRANSFORMASI
PERPAJAKAN I PERPAJAKAN II PENAGIHAN PENYIDIKAN PENILAIAN BANDING DAN PENERIMAAN HUBUNGAN PERPAJAKAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN PROSES BISNIS
MASYARAKAT APARATUR INFORMASI
I I I A — 1 — 1 S S S
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT ANALISIS DAN SUBDIREKTORAT
— PERATURAN — PERATURAN = PERENCANAAN — INTELEJEN |  EKSTENSIFIKASI I PENGURANGAN DAN | POTENSI PERPAJAKAN PENYULUHAN — PELAYANAN — KEPATUHAN EVALUASI SISTEM < PENGEMBANGAN
KUP DAN PPSP PPh BADAN PEMERIKSAAN PERPAJAKAN KEBERATAN PERPAJAKAN OPERASIONAL INTERNAL INFORMASI PENYULUHAN
SUBDIREKTORAT SUF]?E?&?S;JO%EAT SU}?];{IE&K;XEAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
— PERATURAN POT/PUT PPh DAN = PENGENDALIAN — REKAYASA — PENDATAAN — BANDING DAN | DAMPAK KEBLJAKAN PELAYANAN — PENDUKUNG — INVESTIGASI < PENGEMBANGAN < PENGEMBANGAN
PPN INDUSTRI PPh ORANG PRIBADI PEMERIKSAAN KEUANGAN GUGATAN 1 PERPAJAKAN OPERASIONAL INTERNAL PERANGKAT KERAS PELAYANAN
SUBDIREKTORAT
SUS;;??S;SEA T PERJANJIAN DAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT Kzgi?g;i};r%iﬁ;; SUI}?IBLRI?;(gEI}?A T SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
| PPN PERDAGANGAN — KERJASAMA = PEMERIKSAAN [— PEMERIKSAAN BUKTI| |— PENILAIAN I — BANDING DAN = PAJAK DAN MASYARAKAT [ PEMANTAUAN SISTEM| | TRANSFORMASI < PENGEMBANGAN < PENGEMBANGAN
’ PERPAJAKAN TRANSAKSI KHUSUS PERMULAAN GUGATAN II DAN INFRASTRUKTUR ORGANISASI APLIKASI PENEGAKAN HUKUM
JASA, DAN PTLL PEMANTAUAN PERPAJAKAN
INTERNASIONAL
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUféD};i?ggﬁA T SUBDIREKTORAT KERJASAMA DAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PENINJAUAN ADMINISTRASI DAN ;gs?;§§;10§:£ PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN
PBB DAN BPHTB BANTUAN HUKUM DUKUNGAN PENYIDIKAN PENILAIAN II KEMBALI DAN EVALUASI KEMIT! N MANAJEMEN EKSTENSIFIKASI DAN
PEMERIKSAAN EVALUASI PENERIMAAN KEPEGAWAIAN PENILAIAN

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

SUBDIREKTORAT
HARMONISASI
PERATURAN
PERPAJAKAN

SUBDIREKTORAT
PENAGIHAN

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

SUBDIREKTORAT
KOMPETENSI DAN
PENGEMBANGAN
KAPASITAS PEGAWAI

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

SUBDIREKTORAT
— MANAJEMEN
TRANSFORMASI

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL




LAMPIRAN IV-2
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014
TENTANG  ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

KEUANGAN
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN PERLENGKAPAN UMUM
TATA LAKSANA
1 1 | [ 1
| | SUBBAGIAN | SUBBAGIAN | SUBBAGIAN H SUBBAGIAN | SUBBAGIAN
ORGANISASI MUTASI KEPEGAWAIAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENGADAAN I TATA USAHA
SUBBAGIAN
| | suBBAGIAN | PEMB?E%]?—I]?EI?\I(?;‘III?XI; DAN | SUBBAGIAN H SUBBAGIAN | |TATA USAHA PIMPINAN
TATA LAKSANA PERBENDAHARAAN PENGADAAN II DIREKTORAT
PEMENSIUNAN PEGAWAI
JENDERAL
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN ADMINISIRAS] SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
| | PENGUKURAN - SENINGEATAN | | ADMINISTRASI GAJI || PENYIMPANAN DAN - PROTOKOL
KINERJA APASITAS DAN TUNJANGAN DISTRIBUSI
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN | AK%%]‘Z’,BAANgAg N | INVENTARISASI, | SUBBAGIAN
UMUM KEPEGAWAIAN ELAPORAN PEMELIHARAAN, DAN RUMAH TANGGA
PENGHAPUSAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL ’914




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN I

LAMPIRAN IV-3

PERATURAN MENTERI

KEUANGAN NOMOR

206/PMK.01/2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT
PERATURAN
KUP DAN PPSP

I

SEKSI
PERATURAN KUP

SEKSI
PERATURAN PPSP

SEKSI
PERATURAN
PERPAJAKAN
LAINNYA

SUBDIREKTORAT
PERATURAN
PBB DAN BPHTB

I

SEKSI
PERATURAN PBB I

SEKSI
PERATURAN PBB II

SEKSI
PERATURAN BPHTB

DIREKTORAT
PERATURAN PERPAJAKAN I
1 |
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PERATURAN PERATURAN
PPN INDUSTRI PPN PERDAGANGAN,
JASA, DAN PTLL
_ 1 I
SEKSI
SEKSI
PERATURAN
— PERATURAN —
PPN INDUSTRI I PPN PERDIAGANGAN
SEKSI
SEKSI
PERATURAN
— PERATURAN —
PPN INDUSTRI II PPN PERI}?GANGAN
SEKSI SEKSI
— PERATURAN — PERATURAN
PPN INDUSTRI III PPN JASA
SEKSI
PERATURAN PTLL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

LAMPIRAN IV-4
PERATURAN MENTERI

KEUANGAN NOMOR

206/PMK.01/2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II

DIREKTORAT

PERATURAN PERPAJAKAN II

SUBBAGIAN
TATA USAHA
I | I I
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PERJANJIAN DAN SUBDIREKTORAT
PERATURAN PERATURAN POT/PUT PPh KERJASAMA PERPAJAKAN BANTUAN HUKUM HARMONISASI
PPh BADAN DAN PPh ORANG PRIBADI INTERNASIONAL PERATURAN PERPAJAKAN
I I I I I
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
— PERATURAN — PERATURAN — PERJANJIAN |  BANTUAN HUKUM I — ANALISIS PERATURAN
PPh BADAN I POT/PUT PPh I ASIA PASIFIK PERPAJAKAN
SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI
— PERATURAN — PERATURAN — PERJANJIAN —1 B ANTUilIEIII-ISIIJKUM I — SIIDI\];I;RA?E?:I? !
PPh BADAN II POT/PUT PPh II EROPA PERPAJAKAN
—] SEKSI ] SEKSI ] SEKSI ] SEKSI ] SEKSI
PERATURAN PERATURAN PERJANJIAN BANTUAN HUKUM I SINERGI PERATURAN
PPh BADAN I1I PPh ORANG PRIBADI AMERIKA DAN AFRIKA PERPAJAKAN
SEKSI SEKSI
|| KERJASAMA || SEKSI | | ANALISIS PERATURAN
PERPAJAKAN BANTUAN HUKUM IV PERPAJAKAN
INTERNASIONAL INTERNASIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL




LAMPIRAN IV-5

PERATURAN MENTERI

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN

DIREKTORAT
PEMERIKSAAN DAN
PENAGIHAN
SUBBAGIAN
TATA USAHA

KEUANGAN NOMOR
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

SUBDIREKTORAT
PERENCANAAN
PEMERIKSAAN

]

SUBDIREKTORAT
TEKNIK DAN
PENGENDALIAN
PEMERIKSAAN

OEKSI
PERENCANAAN
—| PEMERIKSAAN

WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI

OEKSI
PERENCANAAN
— PEMERIKSAAN
WAJIB PAJAK

BADAN

] SEKSI
STRATEGI
PEMERIKSAAN

]

SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT KERJASAMA DAN

PEMERIKSAAN

SEKSI
— TEKNIK
PEMERIKSAAN

SEKSI
PENGENDALIAN
MUTU
PEMERIKSAAN

SEKSI
EVALUASI DAN
KINERJA
PEMERIKSAAN

DUKUNGAN
TRANSAKSI KHUSUS e
— |
SEKSI
SEKSI
PEMERIKSAAN
TRANSAKSI KERJASAMA

PERUSAHAAN GRUP PEMERIKSAAN

SEKSI

PEMERIKSAAN SEKSI
— WAJIB PAJAK — DUKUNGAN TEKNIS
SEKTOR SUMBER PEMERIKSAAN
DAYA AT AM
| | SEKSI || SEKSI
TRANSFER PRICING DATA DAN
DAN TRANSAKSI DUKUNGAN

KHUSUS LAINNYA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

PEMERIKSAAN

SUBDIREKTORAT
PENAGIHAN

]

SEKSI
STRATEGI DAN
DUKUNGAN
PENAGIHAN

SEKSI
PERENCANAN DAN
EVALUASI
PENAGIHAN

OEKSI

—| PENGENDALIAN
MUTU DAN
ADMINISTRASI
PENAGIHAN

206/PMK.01/2014



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT INTELIJEN DAN PENYIDIKAN

DIREKTORAT

INTELIJEN DAN PENYIDIKAN

LAMPIRAN IV-6
PERATURAN MENTERI

KEUANGAN NOMOR

206/PMK.01/2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

SUBDIREKTORAT
INTELIJEN
PERPAJAKAN

SUBDIREKTORAT
REKAYASA
KEUANGAN

I

SEKSI
] INTELIJEN
PERPAJAKAN I

SEKSI
] INTELIJEN
PERPAJAKAN II

SEKSI EVALUASI

| | DAN PEMANTAUAN
INTELIJEN

PERPAJAKAN

I

SEKSI
] REKAYASA
KEUANGAN I

SEKSI
] REKAYASA
KEUANGAN II

SEKSI

— REKAYASA
KEUANGAN III

SUBBAGIAN
TATA USAHA
| 1
SUBDIREKTORAT
PEMERIKSAAN BUKTI SUE;;?E:;SEAT
PERMULAAN
I I
SEKSI
| | PEMERIKSAAN || SEKSI
BUKTI PERMULAAN PENYIDIKAN I
I
SEKSI
| | PEMERIKSAAN || SEKSI
BUKTI PERMULAAN PENYIDIKAN II
II
SEKSI EVALUASI SEKSI
| | DAN PEMANTAUAN || EVALUASI
PEMERIKSAAN DAN PEMANTAUAN
BUKTI PERMULAAN PENYIDIKAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN

LAMPIRAN IV-7
PERATURAN MENTERI
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

KEUANGAN NOMOR

DIREKTORAT
EKSTENSIFIKASI DAN
PENILAIAN
SUBBAGIAN
TATA USAHA
| ] | ]
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
EKSTENSIFIKASI PENDATAAN PENILAIAN I PENILAIAN II
— — — —
SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI
o PERENCANAAN Pi:%%iﬁ‘iﬁﬁASEN ] PENILAIAN — PENILAIAN
EKSTENSIFIKASI st MASSAL BUMI MASSAL BANGUNAN
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI
|| TEKNIS || TEKNIS PENDATAAN | | PENILAIAN INDIVIDU | | PENILAIAN INDIVIDU
EKSTENSIFIKAS] N PEAMETAAL PERKEBUNAN DAN PERUMAHAN DAN
PERHUTANAN INDUSTRI
SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI
— EVALUASI — DUKUNGAN DAN — PEI?I (;Il\l/?éIEI;IIANLD];\Q;\? U — PENILAIAN INDIVIDU
EKSTENSIFIKASI EVALUASI DATA OBJEK KHUSUS PERTAMBANGAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

206/PMK.01/2014



MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT KEBERATAN DAN BANDING

DIREKTORAT

KEBERATAN DAN BANDING

LAMPIRAN IV-8
PERATURAN MENTERI

KEUANGAN NOMOR

206/PMK.01/2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT
PENGURANGAN DAN
KEBERATAN

SUBDIREKTORAT
BANDING DAN GUGATAN
I

I

SEKSI
— PENGURANGAN DAN
KEBERATAN I

SEKSI
— PENGURANGAN DAN
KEBERATAN II

SEKSI
— PENGURANGAN DAN
KEBERATAN III

I

SEKSI
— BANDING DAN
GUGATAN IA

SEKSI
— BANDING DAN
GUGATAN IB

SEKSI

SEKSI
— PENGURANGAN DAN
KEBERATAN IV

— BANDING DAN
GUGATAN IC

SUBDIREKTORAT
BANDING DAN GUGATAN
II

I
SEKSI
— BANDING DAN
GUGATAN IIA
SEKSI

— BANDING DAN
GUGATAN IIB

SEKSI

—] BANDING DAN
GUGATAN IIC

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUBDIREKTORAT

DAN EVALUASI

PENINJAUAN KEMBALI

I

SEKSI

[ | PENINJAUAN KEMBALI

SEKSI
EVALUASI

KEBERATAN

PENGURANGAN DAN

SEKSI

GUGATAN, DAN

EVALUASI BANDING,

PENINJAUAN KEMBALI




LAMPIRAN IV-9
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT POTENSI, KEPATUHAN, DAN PENERIMAAN

DIREKTORAT
POTENSI, KEPATUHAN, DAN
PENERIMAAN
SUBBAGIAN
TATA USAHA
| | | |
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUng?FEEIIEIg?RAT SUBDIREKTORAT KEPATUHAN WAJIB ADMINISTRASI DAN
PERPAJAKAN DAMPAK KEBIJAKAN PAJAK DAN EVALUASI
PEMANTAUAN PENERIMAAN
E— E— E— E—
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI
| POTENSI SEKTOR - DAMPAK | [KEPATUHAN WAJIB — PEMBUKUAN DAN
INDUSTRI KEBIJAKAN PAJAK SEKTOR REKONSILIASI I
PERPAJAKAN INDUSTRI
SEKSI SEKSI SEI\;SAI JII{?;‘:TJXEAN SEKSI
| POTENSI SEKTOR — DAMPAK KONDISI - SEKTOR — PEMBUKUAN DAN
PERDAGANGAN MAKRO EKONOMI PERDAGANGAN REKONSILIASI 1I
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI
| poTENS! SEKTOR || DAMPAK | |KEPATUHAN WAJIB | | STATISTIK DAN
TASA KEBLIAKAN UMUM PAJAK SEKTOR PRAKIRAAN
JASA PENERIMAAN
SEKSI
PEMANTAUAN SEKSI
PEMANFAATAN ] EVALUASI
DATA PENERIMAAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL /ﬂl‘




LAMPIRAN IV-10
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

PENYULUHAN, PELAYANAN,
DAN HUBUNGAN

DIREKTORAT

MASYARAKAT
SUBBAGIAN
TATA USAHA
| | | |
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT suggggﬁggﬁm SUBDIREKTORAT
PENYULUHAN PELAYANAN MASYARAKAT KERJASAMA DAN
PERPAJAKAN PERPAJAKAN PERPAIAKAN KEMITRAAN
E— E— 1 1
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
- MATERI L | PELAYANAN L |  HUBUNGAN L | KERJASAMA
PENYULUHAN PENGADUAN INTERNAL DALAM NEGERI
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI
BIMBINGAN DUKUNGAN | HUBUNGAN || KERJASAMA
TENAGA PELAYANAN DAN EKSTERNAL LUAR NEGERI
PENYULUH KONSULTASI
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
L |  DUKUNGAN L | PENINGKATAN |  PENGELOLAAN L |  KEMITRAAN
PENYULUHAN MUTU PELAYANAN BERITA WAJIB PAJAK
EKSI
DOKLSJ%/[KE%TASI PEMUSTAKSHIRAN SEKSI
DAN | Tax kNnOWLEDGE N PENC;IETLSSLAAN
PERPUSTAKAAN BASED

ELOMPOK JABATA
FUNGSIONAL




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

LAMPIRAN IV-11

PERATURAN MENTERI

KEUANGAN NOMOR

206/PMK.01/2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN

DIREKTORAT

TEKNOLOGI INFORMASI

PERPAJAKAN

TATA USAHA

SUBBAGIAN

SUBDIREKTORAT
PELAYANAN
OPERASIONAL

SUBDIREKTORAT
PENDUKUNG
OPERASIONAL

SUBDIREKTORAT
PEMANTAUAN
SISTEM DAN
INFRASTRUKTUR

I

I

— 1

SEKSI
PELAYANAN
SISTEM
INFORMASI

SEKSI
BIMBINGAN SISTEM

[ | KONFIGURASI DAN

SEKSI
PELAYANAN
APLIKASI DAN
REGISTRASI

SEKSI
PEMUTAKHIRAN
DATA TAMPILAN

— KEAMANAN SISTEM

SEKSI
PELAYANAN
DUKUNGAN

TEKNIS

SEKSI
PERTUKARAN DATA
ELEKTRONIK

—| PEMANTAUAN

SEKSI
PELAYANAN
JARINGAN
KOMUNIKASI DATA

SEKSI
PENGELOLAAN
INTRANET DAN

INTERNET

~ |PENGOLAHAN DATA

SEKSI
PEMANTAUAN

KAPASITAS

SEKST
PEMANTAUAN

DAN JARINGAN
KOMIUINIKAST DATA

SEKSI

BASIS DATA

SEKSI
PEMANTAUAN

DAN DOKUMEN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

LAMPIRAN IV-12

PERATURAN MENTERI

KEUANGAN NOMOR

206/PMK.01/2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL DAN TRANSFORMASI SUMBER DAYA APARATUR

DIREKTORAT

KEPATUHAN INTERNAL DAN
TRANSFORMASI SUMBER

DAYA APARATUR

SUBBAGIAN

TATA USAHA

SUBDIREKTORAT
KEPATUHAN
INTERNAL

]

SUBDIREKTORAT
INVESTIGASI
INTERNAL

SEKSI
— INTERNALISASI
KEPATUHAN

SEKSI
1 PENGUJIAN
KEPATUHAN

] SEKSI
PENJAMINAN
KUALITAS

]

SUBDIREKTORAT
TRANSFORMASI
ORGANISASI

SEKSI
— INVESTIGASI
INTERNAL I

SEKSI
— INVESTIGASI
INTERNAL II

SEKSI
EVALUASI TEMUAN
PEMERIKSAAN
EKSTERNAL

]

SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN
MANAJEMEN
KEPEGAWAIAN

SEKSI
— PERENCANAAN
STRATEGIS

SEKSI
PENGEMBANGAN
DESAIN
KELEMBAGAAN

SEKSI

] EVALUASI
IMPLEMENTASI
DESAIN
KELEMBAGAAN

]

SUBDIREKTORAT
KOMPETENSI DAN
PENGEMBANGAN
KAPASITAS PEGAWAI

SEKSI
PENGEMBANGAN
KLASIFIKASI
JABATAN

OEKSI
PENGEMBANGAN
— SISTEM
PENGUKURAN

KINER.TA

]

SEKSI
ANALISIS
KOMPETENSI
PEGAWAI

SEKSI

OEKSI

—| PENGEMBANGAN
SISTEM MUTASI,
PROMOSI, DAN
KOMPENSASI

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

PENGEMBANGAN
KAPASITAS
PEGAWAI




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

LAMPIRAN IV-13
PERATURAN MENTERI

KEUANGAN NOMOR

206/PMK.01/2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT TRANSFORMASI TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI

DIREKTORAT

TRANSFORMASI TEKNOLOGI

KOMUNIKASI DAN
INFORMASI

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT
ANALISIS DAN
EVALUASI SISTEM
INFORMASI

I

SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN
PERANGKAT KERAS

SHKSI
PERANCANGAN
] SISTEM DAN

PROSEDUR
PERPA.JAKAN

SEKSI
ANALISIS
KONFIGURASI DAN
KAPASITAS

SEKSI
ANALISIS
JARINGAN
KOMUNIKASI DATA

SEKSI
— EVALUASI SISTEM
INFORMASI

I

SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN
APLIKASI

SEKSI
PENGEMBANGAN
KONFIGURASI
BASIS DATA

I

SEKSI
PENGEMBANGAN
APLIKASI
PERPAJAKAN

SEKSI
PENGEMBANGAN
JARINGAN
KOMUNIKASI DATA

SEKSI
PENGEMBANGAN
APLIKASI INFORMASI
GEOGRAFIS

SEKSI
— PENGELOLAAN
BASIS DATA

SEKSI
PENGEMBANGAN

| | APLIKASI INFORMASI

DAN PELAPORAN

SEKSI

— PENGELOLAAN
DATA SPASIAL

SEKSI
PENYUSUNAN
PROSEDUR
OPERASIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

LAMPIRAN IV-14

PERATURAN MENTERI

KEUANGAN NOMOR

206/PMK.01/2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT TRANSFORMASI PROSES BISNIS

SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN
PENYULUHAN

1

SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN
PELAYANAN

SEKSI
— PENGEMBANGAN
PENYULUHAN I

SEKSI
— PENGEMBANGAN
PENYULUHAN II

1

SEKSI
— PENGEMBANGAN
PELAYANAN I

SEKSI

— PENGEMBANGAN
PELAYANAN II

DIREKTORAT
TRANSFORMASI PROSES
BISNIS
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN
PENGEMBANGAN EKSTENSIFIKASI DAN
PENEGAKAN HUKUM PENILAIAN
I 1
SEKSI
SEKSI
PEPN];}I\?&]??{I\A?\IAN — PENGEMBANGAN
HUKUM I EKSTENSIFIKASI
SEKSI SEKSI
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN
PENEGAKAN PEMETAAN DAN
HUKUM II PENILAIAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUBDIREKTORAT
MANAJEMEN
TRANSFORMASI

1

SEKSI
PERENCANAAN
PENGEMBANGAN
DAN MANAJEMEN
PERIIBAHAN

SEKSI
MANAJEMEN
PROSES DAN
PENJAMINAN

KITALITAS




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTORAT JENDERAL BEA
DAN CUKAI

LAMPIRAN V-1

PERATURAN MENTERI

KEUANGAN NOMOR

206/PMK.01/2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

SEKRETARIAT DIREKTORAT

JENDERAL
]
I I I I ]
BAGIAN
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI DAN TATA BAGIAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN PERLENGKAPAN UMUM
LAKSANA
I I I I I I I ]
DIREKTORAT DIREKTORAT
TEKIJ\I)IIRiI:Z’II:"igjl;T%NAN FA IL;’)I‘IIIS Ei’}gonlzg’];ANAN DIREK’II{‘XIRAT PENIN DA]I?E?\IEngiA};’II‘\IYIDIKAN DIRII;: K;?I‘RAT KEPABEA?:[?I?%;?}?}?;I‘A IONAL PENERIMAAR DAN PERATURAN INFORMASI KEPABEANAN DAN
s S 5 cu U SI0 KEPABEANAN DAN CUKAI CUKAI
I I I A I I A A

SUBDIREKTORAT
IMPOR

SUBDIREKTORAT
PEMBEBASAN

SUBDIREKTORAT
CUKAI HASIL TEMBAKAU

SUBDIREKTORAT
INTELIJEN

SUBDIREKTORAT
PERENCANAAN AUDIT

SUBDIREKTORAT
KERJA SAMA MULTILATERAL

SUBDIREKTORAT
PENERIMAAN

SUBDIREKTORAT
MANAJEMEN RISIKO

SUBDIREKTORAT
EKSPOR

SUBDIREKTORAT
FASILITAS PERTAMBANGAN

SUBDIREKTORAT
ANEKA CUKAI

SUBDIREKTORAT
PENINDAKAN

SUBDIREKTORAT
PELAKSANAAN AUDIT

SUBDIREKTORAT
KERJA SAMA BILATERAL

SUBDIREKTORAT
— PERATURAN DAN BANTUAN
HUKUM

SUBDIREKTORAT
REGISTRASI KEPABEANAN

SUBDIREKTORAT
KLASIFIKASI BARANG

SUBDIREKTORAT
— KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR
DAN TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

SUBDIREKTORAT
— PITA CUKAI DAN TANDA
PELUNASAN CUKAI LAINNYA

SUBDIREKTORAT
NARKOTIKA

SUBDIREKTORAT
EVALUASI AUDIT

SUBDIREKTORAT
KERJA SAMA REGIONAL

SUBDIREKTORAT
— HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
PENYULUHAN

SUBDIREKTORAT
— OTOMASI SISTEM DAN
PROSEDUR

SUBDIREKTORAT
NILAI PABEAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUBDIREKTORAT
PENYIDIKAN

SUBDIREKTORAT
SARANA OPERASI

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUBDIREKTORAT
KEBERATAN DAN BANDING

SUBDIREKTORAT
— PENGEMBANGAN SISTEM DAN
SARANA OTOMASI

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUBDIREKTORAT
— PENGELOLAAN DATA DAN
PELAYANAN INFORMASI

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL




LAMPIRAN V-2
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
| I | |
- Gfﬁgx‘g DAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
TATA LAKSANA KEPEGAWAIAN KEUANGAN PERLENGKAPAN UMUM
I I I I I
SUBBAGIAN SUBBAGIAN H SUBBAGIAN H SUBBAGIAN SUBBAGIAN
ORGANISASI PENGEMBANGAN PEGAWAI PENYUSUNAN ANGGARAN PENGADAAN TATA USAHA DAN KEARSIPAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN H SUBBAGIAN H SUBBAGIAN H SUBBAGIAN
TATA LAKSANA I MUTASI KEPEGAWAIAN PERBENDAHARAAN PENYIMPANAN DAN DISTRIBUSI RUMAH TANGGA
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
TA’?‘K ?,iﬁgﬁ\lli I PEMBERHENTIAN DAN [ AKUNTAl\?;JIB]f:l\? ;AEI\IIJAPORAN o INVENTARISASI DAN [ KEgtEJ?fﬁfégiAN
PEMENSIUNAN PEGAWAI PENGHAPUSAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PENGEMBANGAN PROFESI UMUI?AUI]{?’EB?];}CIQI\\IN AIAN - SUB(?QJCIHAN - TATA USAHA DIREKTUR
KEPABEANAN DAN CUKAI JENDERAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL




LAMPIRAN V-3
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN

DIREKTORAT
TEKNIS KEPABEANAN
SUBBAGIAN
TATA USAHA
I I I I
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
IMPOR EKSPOR KLASIFIKASI BARANG NILAI PABEAN
| I I I
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
IMPOR 1 EKSPOR 1 KLASIFIKASI I NILAI PABEAN I
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
IMPOR II EKSPOR II KLASIFIKASI 11 NILAI PABEAN II
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PENANGGUHAN BEA MASUK EKSPOR III KLASIFIKASI III NILAI PABEAN III
SEKSI
SEKSI SEKSI
TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA DAN
TEMPAT PENIMBUNAN PABEAN KLASIFIKASI IV NILAI PABEAN IV

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

LAMPIRAN V-4

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN

DIREKTORAT
FASILITAS KEPABEANAN

206/PMK.01/2014

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT
FASILITAS PERTAMBANGAN

KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN TEMPAT
PENIMBUNAN BERIKAT

PEMBEBASAN
I I I
SEKSI SEKSI SEKSI
PEMBEBASAN 1 FASILITAS MINYAK DAN GAS BUMI KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR
SEKSI SEKSI SEKSI
PEMBEBASAN 1II FASILITAS ANEKA TAMBANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT 1
SEKSI SEKSI
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT 1I

PEMBEBASAN III

SEKSI
PEMBEBASAN IV

JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK




LAMPIRAN V-5
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT CUKAI

DIREKTORAT
CUKAI
SUBBAGIAN
TATA USAHA
I I
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
CUKAI HASIL TEMBAKAU ANEKA CUKAI PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA
| | |
SEKSI
SEKSI SEKSI
PENYEDIAAN PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN
CUKAI HASIL TEMBAKAU 1 ANEKA CUKAI 1 CUKAI LAINNYA
SEKSI PENYIMPANAN
SEKSI SEKSI
DAN PENDISTRIBUSIAN PITA CUKAI DAN TANDA
CUKAI HASIL TEMBAKAU II ANEKA CUKAI II PELUNASAN CUKAI LAINNYA
SEKSI
SEKSI SEKSI
PENGEMBALIAN PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN
CUKAI HASIL TEMBAKAU III ANEKA CUKAI III CUKAI LAINNYA
I I [ 11 I I

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL




MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

LAMPIRAN V-6

PERATURAN MENTERI
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN

KEUANGAN NOMOR

SUBDIREKTORAT
SARANA OPERASI

SEKSI
SARANA OPERASI I

SEKSI
SARANA OPERASI II

SEKSI
SARANA OPERASI III

DIREKTORAT
PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
SUBBAGIAN
TATA USAHA
I I I I
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
INTELIJEN PENINDAKAN NARKOTIKA PENYIDIKAN
| | I | |
SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI
NARKOTIKA DAN —
INTELIJEN I PENINDAKAN I PSIKOTROPIKA PENYIDIKAN I
SEKSI SEKSI SEKSI [ | SEKSI
INTELIJEN II PENINDAKAN II PREKURSOR PENYIDIKAN II
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI
DUKUNGAN OPERASI — BARANG HASIL
INTELIJEN III PENINDAKAN III NARKOTIKA PENINDAKAN
SEKSI
SEKSI
PANGKALAN DATA —
INTELLJEN TEMPAT TAHANAN
[ [ | [ [ |

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

206/PMK.01/2014




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

LAMPIRAN V-7
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT AUDIT
DIREKTORAT
AUDIT
SUBBAGIAN
TATA USAHA
I I
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT

PERENCANAAN AUDIT

PELAKSANAAN AUDIT

EVALUASI AUDIT

SEKSI
PERENCANAAN AUDIT 1

SEKSI
PELAKSANAAN AUDIT 1

SEKSI

SEKSI
PERENCANAAN AUDIT 1I

SEKSI
PELAKSANAAN AUDIT 1II

EVALUASI HASIL AUDIT 1

SEKSI

SEKSI
PERENCANAAN AUDIT III

SEKSI
PELAKSANAAN AUDIT III

EVALUASI HASIL AUDIT II

SEKSI

EVALUASI HASIL AUDIT III

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL




LAMPIRAN V-8
PERATURAN MENTERI

KEUANGAN NOMOR

206/PMK.01/2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT KEPABEANAN INTERNASIONAL

DIREKTORAT
KEPABEANAN INTERNASIONAL
SUBBAGIAN
TATA USAHA
I I
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
KERJA SAMA KERJA SAMA KERJA SAMA
MULTILATERAL BILATERAL REGIONAL
I I |
SEKSI SEKSI SEKSI
KERJA SAMA KERJA SAMA KERJA SAMA
MULTILATERAL 1 BILATERAL 1 REGIONAL 1
SEKSI SEKSI SEKSI
KERJA SAMA KERJA SAMA KERJA SAMA
MULTILATERAL II BILATERAL 1I REGIONAL II
SEKSI SEKSI SEKSI
KERJA SAMA KERJA SAMA KERJA SAMA
MULTILATERAL III BILATERAL III REGIONAL III

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI

PENERIMAAN DAN

DIREKTORAT

KEPABEANAN DAN CUKAI

PERATURAN

LAMPIRAN V-9
PERATURAN MENTERI
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

KEUANGAN NOMOR

SUBBAGIAN
TATA USAHA

206/PMK.01/2014

SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN

SUBDIREKTORAT

PENERIMAAN PERATURAN DAN BANTUAN HUKUM PENYULUHAN KEBERATAN DAN BANDING
I | I I
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI
PERATURAN KEBERATAN DAN
PEMANTAUAN PENERIMAAN KEPABEANAN HUBUNGAN MASYARAKAT BANDING I
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PERATURAN CUKAI DAN PENYULUHAN DAN LAYANAN KEBERATAN DAN
PENAGIHAN DAN PENGEMBALIAN PERATURAN LAINNYA INFORMASI BANDING II
SEKSI
BANTUAN HUKUM KEPABEANAN SEKSI
DAN PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI
CUKAI

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL




LAMPIRAN V-10
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI

DIREKTORAT
INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI

SUBBAGIAN
TATA USAHA
I I I I
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
Millgli?é)};[EEKl\’Ir ORIQS/I; o RE GISSI’Ig[A)IS}IQEI;{I];’IF"i};%TAN AN OTOMASI SISTEM DAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN DATA DAN
PROSEDUR SARANA OTOMASI PELAYANAN INFORMASI
I I I I I
SEKSI RE(?IESI?I‘?QIASI OTOMASI SISTISEE\:/[KEIAN PROSEDUR PERENCANi/EX:ESSIISTEM DAN SEKSI
PEMANTAUAN RISIKO KEPABEANAN 1 IMPOR DAN EKSPOR SARANA OTOMASI PENGELOLAAN DATA
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI
REGISTRASI OTOMASI SISTEM DAN
PENGENDALIAN RISIKO KEPABEANAN 1I PROSEDUR CUKAI PEMELIHARAAN SISTEM PELAYANAN INFORMASI
SEKSI SEKSI SEKSI
REGISTRASI OTOMASI SISTEM PENYAJIAN PEMELIHARAAN SARANA
KEPABEANAN III DATA OTOMASI
SEKSI
OTOMASI SISTEM
ADMINISTRASI
[ [ | [ [ |

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL




LAMPIRAN VI-1
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI DAN SUMBER DAYA K;[?S;I?S%N ?JASIIJANI[\I KEPATUHAN
TATA LAKSANA MANUSIA INTERNAL
DIREKTORAT
DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN AKUNT AEISI??DKATI\IO PRQE APORAN DIREKTORAT - STE;“;\?;‘S%X; DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENGELOLAAN KAS NEGARA SISTEM MANAJEMEN INVESTASI KEUANGAN BADAN SISTEM PERBENDAHARAAN
KEUANGAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN
LAYANAN UMUM
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT KOORDINASI SUBDIREKTORAT OPTIMALISAS SUBDIREKTORAT PERATURAN DAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PERANCANGAN DAN
] DAN KONSOLIDASI ] KAS 7| KEBIJAKAN INVESTASI DAN || STANDARDISASI TEKNIS BADAN| | | STANDAR AKUNTANSI | | TRANSFORMASI KELEMBAGAAN| | | PENGEMBANGAN SISTEM
PELAKSANAAN ANGGARAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN LAYANAN UMUM PEMERINTAHAN INFORMASI
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
| | Sg}?&igﬁ;ﬁfﬁrr || KEBIJAKAN TDR DAN || PENGANGGARAN, | | TARIF, REMUNERASI, DAN || SUBDIREKTORAT | | PENELITIAN, PENGEMBANGAN | | | PEngBEéIEgEZTQgEM
ANGGARAN 1 MANAJEMEN RISIKO PENGELOLAAN KINERJA DAN INFORMASI BADAN LAYANAN SISTEM AKUNTANSI DAN KERJASAMA INFORMASI INTERNAL
RISIKO INVESTASI UMUM KELEMBAGAAN
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT BIM;?l\?giiEi;%iér;NSI SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
= PELAKSANAAN [ MANAJEMEN PENERIMAAN & | [ HUKUM M PEMBINAAN PENGELOLAAN - INSTANSI DAN BUN M HARMONISASI PERATURAN — PENGELOLAAN SISTEM
ANGGARAN II PENGELUARAN KAS KEUANGAN BLU I PERBENDAHARAAN INFORMASI EKSTERNAL
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
- PELAKSANAAN - MANAJEMEN KAS - INVESTASI H PEMBINAAN PENGELOLAAN - AKUNTANSI PUSAT DAN < PEMBINAAN PROSES BISNIS — PENGELOLAAN
ANGGARAN III PINJAMAN DAN HIBAH BADAN USAHA MILIK NEGARA KEUANGAN BLU II PELAPORAN KEUANGAN BUN DAN HUKUM INFRASTRUKTUR
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
|| Sgg]? ;ng;giﬁr MANAJEMEN || SUBDIREKTORAT | PEM;;EAD;RE;I\?GO?SOTL AAN || PENYUSUNAN LAPORAN || STANDARISASI DAN I GEfgf ADQEETI(RE\?\IIE?ERM ASI
REKENING LAINNYA & PEMBINAAN INVESTAS PEMDA/BUMD KEUANGAN PEMERINTAH PENGEMBANGAN KAPASITAS
ANGGARAN IV PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA KEUANGAN BLU III PUSAT PENGELOLA PERBENDAHARAAN TEKNOLOGI INFORMASI
SUBDIREKTORAT SETES];B}%RI};:II({I%?:; SL & SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
|ANALISIS DAN PENGEMBANGAN| [ 2" oo b 0“0 Po | [] KREDIT PROGRAM DAN M STATISTIK DAN ANALISIS B NG P D
PELAKSANAAN ANGGARAN KAS INVESTASI LAINNYA LAPORAN KEUANGAN " KEBIUAKAN TGR

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

LAMPIRAN VI-2

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
OR GABI\I?I(;fSI\II DAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
TATA LAKSANA SUMBER DAYA MANUSIA KEUANGAN UMUM KEPATUHAN INTERNAL
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN STRATEGIS PERENCANAAN STRATEGIS DAN | PENYU:SI]\?E{\?C/}XIII\?S GARAN KEHUMASAN, LAYANAN M ANiggl\]?[%iI[l:lI\ISIK o
ORGANISASI MANAJEMEN TALENTA INFORMASI DAN PROTOKOLER
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI ] PEMANTAUAN PENGENDALIAN
PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN BUDAYA ORGANISASI PERBENDAHARAAN PENGADAAN BARANG/JASA INTERNAL
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
MUTASI DAN PENILAIAN ] EVALUASI DAN TINDAK
TATA LAKSANA KINERJA AKUNTANSI DAN PELAPORAN PENGELOLAAN ASET LANJUT HASIL AUDIT
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PENGELOLAAN KINERJA SISTEM INFORMASI DAN PENGELOLAAN BELANJA SUBBAGIAN
ORGANISASI LAYANAN SUMBER DAYA PEGAWAI DAN RUMAH TANGGA

MANUSIA

KESEJAHTERAAN

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL




LAMPIRAN VI-3
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014

TENTANG  ORGANISASI  DAN TATA KERJA KEMENTERIAN
KEUANGAN
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
DIREKTORAT
PELAKSANAAN ANGGARAN
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT

KOORDINASI DAN KONSOLIDASI
PELAKSANAAN ANGGARAN

PELAKSANAAN ANGGARAN I

PELAKSANAAN ANGGARAN II

PELAKSANAAN ANGGARAN III

PELAKSANAAN ANGGARAN IV

ANALISIS DAN PENGEMBANGAN
PELAKSANAAN ANGGARAN

PENGELOS[EE\? IDATA DAN SEKSI SEKSI
— PELAKSANAAN — PELAKSANAAN
PENGEMBANGAN SISTEM ANGGARAN I-A ANGGARAN II-A

INFORMASI ANGGARAN B B

SEKSI SEKSI SEKSI
— KONSOLIDASI PELAKSANAAN — PELAKSANAAN — PELAKSANAAN
ANGGARAN I ANGGARAN I-B ANGGARAN II-B

SEKSI SEKSI SEKSI
— KONSOLIDASI PELAKSANAAN — PELAKSANAAN — PELAKSANAAN
ANGGARAN II ANGGARAN I-C ANGGARAN II-C

SEKSI SEKSI SEKSI
— KONSOLIDASI PELAKSANAAN — PELAKSANAAN — PELAKSANAAN
ANGGARAN III ANGGARAN I-D ANGGARAN II-D

SEKSI
— PELAKSANAAN
ANGGARAN III-A

SEKSI

— PELAKSANAAN

ANGGARAN IV-A

SEKSI

— ANALISIS DAN PENGEMBANGAN

PELAKSANAAN ANGGARAN I

SEKSI
— PELAKSANAAN
ANGGARAN III-B

SEKSI

— PELAKSANAAN

ANGGARAN IV-B

SEKSI

— ANALISIS DAN PENGEMBANGAN

PELAKSANAAN ANGGARAN II

SEKSI
— PELAKSANAAN
ANGGARAN III-C

SEKSI

— PELAKSANAAN

ANGGARAN IV-C

SEKSI

— ANALISIS DAN PENGEMBANGAN

PELAKSANAAN ANGGARAN III

SEKSI

—] PELAKSANAAN
ANGGARAN III-D

SEKSI

— PELAKSANAAN

ANGGARAN IV-D

SEKSI

— ANALISIS DAN PENGEMBANGAN

PELAKSANAAN ANGGARAN IV

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL




LAMPIRAN VI-4
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA

DIREKTORAT
PENGELOLAAN KAS NEGARA

SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBDIREKTORAT MANAJEMEN
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT REKENING LAINNYA DAN SUBDIREKTORAT
OPTIMALISASI KAS KEBIJAKAN TDR DAN MANAJEMEN PENERIMAAN DAN MANAJEMEN KAS PINJAMAN DAN PEMBINAAN SETELMEN, AKUNTANSI DAN
MANAJEMEN RISIKO PENGELUARAN KAS HIBAH PERTANGGUNGJAWABAN PELAPORAN PENGELOLAAN KAS
BENDAHARA
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
— —  PENGELOLAAN REKENING — MANAJEMEN KAS PINJAMAN I PENGELOLAAN REKENING — SETELMEN TRANSAKSI
PENGELOLAAN LIKUIDITAS PERATURAN DAN KEPATUHAN PENGELUARAN DAN HIBAH I LAINNYA SDA DAN NON SDA REKENING KAS UMUM NEGARA
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
— PENGELOLAAN PENEMPATAN 1 p OR’IIY(I:)AFI\(I)ﬁgN][DEAIY\I RDI[S)I}?[?I\} GAN —  PENGELOLAAN REKENING — MANAJEMEN KAS PINJAMAN — PENG]L:K%I&A?E I\/IIQI]iII{I? NING — SETELMEN, AKUNTANSI, DAN
UANG ALCO PENERIMAAN DAN HIBAH II KEMENTERIAN/LEMBAGA PELAPORAN TRANSAKSI TDR
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI PEI\?I};II{I\?iAN SEKSI
— INVESTASI SURAT BERHARGA L RISET EKONOMI DAN - KEBIJAKAN REKENING KUN — MANAJEMEN KAS PINJAMAN — PERTANGGUNGJAWABAN — AKUNTANSI REKENING KAS
NEGARA PENGEMBANGAN STRATEGI DAN PFK DAN HIBAH III UMUM NEGARA
BENDAHARA
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI
SEKSI AKUNTANSI DAN PELAPORAN PENGELOLAAN
PENGELOLAAN VALUTA ASING KONSS[I;II(I%ANS(I}};\I;: ?EEE\IS DAN PELAPORAN MANAJEMEN KAS REKENING LAINNYA DAN KEI;(I)A];I\ISG(XI\II?(I?JS; SPAEI];?JPI)\IOPI’QSSAT
PINJAMAN DAN HIBAH BENDAHARA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI

DIREKTORAT
SISTEM MANAJEMEN INVESTASI

LAMPIRAN VI-5
PERATURAN
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN

NOMOR

206/PMK.01/2014

— ANALISIS KELAYAKAN

INVESTASI

— DATA, INFORMASI DAN

PELAPORAN

— PERJANJIAN DAN

KEPATUHAN II

ANALISIS DAN
PENGEMBANGAN INVESTASI
BUMN

ANALISIS DAN PENGEMBANGAN
INVESTASI PEMERINTAH
] DAERAH/BUMD

SUBBAGIAN
TATA USAHA
| | | | | |
SUBDIREKTORAT PENGANGGARAN, SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT INVESTASI PEMERINTAH SUBDIREKTORAT
KEBIJAKAN INVESTASI DAN PENGELOLAAN KINERJA DAN HUKUM INVESTASI BADAN USAHA MILIK| | o0 o / BADAN USAHA MILIK KREDIT PROGRAM DAN
HUBUNGAN KELEMBAGAAN RISIKO INVESTAS] NEGARA DABRAL INVESTASI LAINNYA
| | | | | |
SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI
KEBIJAKAN, PENGEMBANGAN SEKSI SEKSI
’ — — — INVESTASI BADAN USAHA INVESTASI PEMERINTAH KREDIT PROGRAM DAN
DAN PERENCANAAN STRATEGIS
INVESTASI PENGANGGARAN INVESTASI PERATURAN I MILIK NEGARA I - DAERAH/BUMD I INVESTASI LAINNYA I

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
— HUBUNGAN KELEMBAGAAN | | - L INVESTASI BADAN USAHA INVESTASI PEMERINTAH KREDIT PROGRAM DAN
EKSTERNAL PENGELOLAAN KINERJA PERATURAN IT MILIK NEGARA I || DAERAH/BUMD II INVESTASI LAINNYA II

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
—| HUBUNGAN KELEMBAGAAN | [ oo o0 o o _— PERJANJIAN DAN | INVESTASI BADAN USAHA INVESTASI PEMERINTAH KREDIT PROGRAM DAN
INTERNAL KEPATUHAN I MILIK NEGARA III || DAERAH/BUMD 1II INVESTASI LAINNYA III

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI

ANALISIS DAN PENGEMBANGAN
KREDIT PROGRAM DAN INVESTASI
LAINNYA

| KELUMFPUK |
[ VABALTAN FUNGSIUNAL

o,



BAGAN ORGANISASI

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI-6
PERATURAN

MENTERI

KEUANGAN

NOMOR

206/PMK.01/2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

DIREKTORAT

PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM

SUBBAGIAN

TATA USAHA

SUBDIREKTORAT
PERATURAN DAN
STANDARDISASI TEKNIS

SUBDIREKTORAT

TARIF, REMUNERASI, DAN
INFORMASI BADAN LAYANAN

SUBDIREKTORAT

PEMBINAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN

PEMBINAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN

SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT

PEMBINAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN

| | PEMBINAAN PENGELOLAAN

KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM II-A

UMUM II UMUM III
SEKSI SEKSI

PEMBINAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM III-A

BADAN LAYANAN UMUM UMUM UMUM I
SEKSI SEKSI SEKSI
PERATURAN DAN || || PEMBINAAN PENGELOLAAN
STANDARDISASI TEKNIS TARIF B%[;?SI\;AYANAN KEUANGAN BADAN
BADAN LAYANAN UMUM I LAYANAN UMUM I-A
SEKSI SEKSI SEKSI

PERATURAN DAN
STANDARDISASI TEKNIS
BADAN LAYANAN UMUM II

REMUNERASI BADAN
LAYANAN UMUM

| | PEMBINAAN PENGELOLAAN

KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM I-B

| | PEMBINAAN PENGELOLAAN

SEKSI

KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM II-B

SEKSI
PEMBINAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM III-B

SEKSI
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN BADAN
LAYANAN UMUM

SEKSI
INFORMASI BADAN
LAYANAN UMUM

SEKSI
PEMBINAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM I-C

| | PEMBINAAN PENGELOLAAN

SEKSI

KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM II-C

SEKSI
PEMBINAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM III-C

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

DIREKTORAT
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

LAMPIRAN VI-7
PERATURAN MENTERI

SUBBAGIAN
TATA USAHA

KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

SUBDIREKTORAT

PEMERINTAHAN

BUN

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
STANDAR AKUNTANSI S?&%ﬂiﬁﬁ%ﬁ%& BIMBINGAN AKUNTANSI AKUNTANSI PUSAT DAN PENYUKS;UN:I\?GIXE) ORAN STATISTIK DAN ANALISIS
PEMERINTAHAN INSTANSI DAN BUN PELAPORAN KEUANGAN BUN PEMERINTAH PUSAT LAPORAN KEUANGAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
DUKUNGAN SEKSI || BIMBINGAN AKUNTANSI || PELAPORAN KAS DAN || KONSOLIDASI DAN | | PENGEMBANGAN MANUAL
PENGEMBANGAN STANDAR SISTEM AKUNTANSI PUSAT INSTANSI 1 ANALISIS LAPORAN PELAPORAN REALISASI STATISTIK KEUANGAN
AKUNTANSI PEMERINTAHAN KEUANGAN KUASA BUN ANGGARAN PEMERINTAH
SEKSI SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI
DUKUNGAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI PUSAT DAN KONSOLIDASI DAN
STANDAR AKUNTANSI LINGKUNGAN SISTEIII\\IAS‘?FIZLI\JII;ITANSI BIMBI?I\?SI}I\AQSFITTANSI PELAPORAN REALISASI PIEBANSC?IL‘L%A;IERD:CN A PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT ANGGARAN BUN PEMERINTAH UMUM
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
|| DUKUNGAN IMPLEMENTASI STANDAR SISTEM AKUNTANSI BUN | BIMBINGAN AKUNTANSI || PELAPORAN BADAN || KONSOLIDASI DAN || KONSOLIDASI DAN
A MERINTAL DABRA DAN UNIT KHUSUS INSTANSI 111 LAINNYA, TRANSAKSI PELAPORAN KAS PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KHUSUS DAN NERACA BUN SEKTOR PUBLIK
OHERKSI
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI ANALISIS LAPORAN
S?:E%fﬁiﬁé?ﬁ{% PENGELOLAAN BAGAN —{ BIMBINGAN AKUNTANSI — KE%%\I\II\IY(E Aig %1; SLS‘E%%TAN — PENYUSUNAN LAPORAN — KEUANGAN DAN
AKUN STANDAR REGIONAL DAN BUN KEUANGAN PELAPORAN MANAJERIAL

KEUANGAN PEMERINTAH

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN

DIREKTORAT
SISTEM PERBENDAHARAAN

LAMPIRAN VI-8
PERATURAN

MENTERI

KEUANGAN NOMOR

206/PMK.01/2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

DAN MISI KHUSUS

111

BDIREKTORAT BDIREKTORAT
SUBDIRERTORAT iIéNELITIANODAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT s&ﬁgggfs&%ﬁ;pr PEMS];JAYARAN PgOGRAM
TRANSFORMASI PENGEMBANGAN DAN HARMONISASI PERATURAN PEMBINAAN PROSES BISNIS PENGEMBANGAN KAPASITAS JAMINAN SOSIAL PFK DAN
KELEMBAGAAN KERJASAMA KELEMBAGAAN PERBENDAHARAAN DAN HUKUM PENGELOLA PERBENDAHARAAN KEBLJAKAN TGR
SEKSI SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI STANDARDISASI DAN SEKSI
TRANSFORMASI SISTEM PENELITIAN DAN
SFO SI SIS — HARMONISASI PERATURAN —  PEMBINAAN PROSES —| PENGEMBANGAN KAPASITAS | [ PEMBAYARAN PROGRAM
PEMBAYARAN & PENGEMBANGAN SISTEM PERBENDAHARAAN I BISNIS DAN HUKUM I PENGELOLA PERBENDAHARAAN PENSIUN
PENERIMAAN PERBENDAHARAAN I I
SEKSI SEKSI
SEKSI PENELITIAN DAN SEKSI SEKSI STANDARDISASI DAN SEKSI
— TRANSFORMASI PENGEMBANGAN SISTEM | [ HARMONISASI PERATURAN —  PEMBINAAN PROSES — PENGEMBANGAN KAPASITAS | [ PEMBAYARAN JAMINAN
PENGELOLAAN LIKUIDITA PERBENDAHARAAN II BISNIS DAN HUKUM II PENGELOLA PERBENDAHARAAN KESEHATAN
GELO U S PERBENDAHARAAN II SNIS UKU I S
SEKSI SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI STANDARDISASI DAN
— AKU;?:ESF ?)Eiﬂ:‘ngAN — KERJASAMA — HARMONISASI PERATURAN —  PEMBINAAN PROSES — PENGEMBANGAN KAPASITAS | ] PEM?:[I\;QEAI?E;EGIITSEQ GAN
’ KELEMBAGAAN PERBENDAHARAAN III BISNIS DAN HUKUM III PENGELOLA PERBENDAHARAAN

PENYELESAIAN TGR

SEKSI
— MANAJEMEN PERUBAHAN
DAN KOMUNIKASI

SEKSI
HARMONISASI PERATURAN
PERBENDAHARAAN IV

SEKSI

— PEMBINAAN PROSES
BISNIS DAN HUKUM IV

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

LAMPIRAN VI-9
PERATURAN

MENTERI

KEUANGAN

NOMOR

206

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN

DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN

DIREKTORAT

SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI

PERBENDAHARAAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT PERANCANGAN
DAN PENGEMBANGAN SISTEM

INFORMASI

SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN
SISTEM INFORMASI INTERNAL

SUBDIREKTORAT
PENGELOLAAN SISTEM
INFORMASI EKSTERNAL

SUBDIREKTORAT
PENGELOLAAN
INFRASTRUKTUR

SUBDIREKTORAT

PENGELOLAAN TRANSFORMASI

TEKNOLOGI INFORMASI

]

1

SEKSI
PERENCANAAN DAN ANALISIS
SISTEM APLIKASI

SEKSI
PENGELOLAAN SISTEM
INFORMASI INTERNAL I

SEKSI SEKSI
PENGEMBANGAN — PENGELOLAAN SISTEM
APLIKASI I INFORMASI INTERNAL II
SEKSI SEKSI
PENGEMBANGAN 1 PENGELOLAAN SISTEM
APLIKASI II INFORMASI INTERNAL III
SEKSI

DUKUNGAN TEKNIS DAN
PENGENDALIAN MUTU
APLIKASI

SEKSI
PENGELOLA DATA REFERENSI
DAN PENGGUNA SISTEM

]

]

— PENGELOLAAN SISTEM

INFORMASI EKSTERNAL III

PENGELOLAAN JARINGAN
DAN KOMUNIKASI DATA

SEKSI SEKSI SEKSI
— PENGELOLAAN SISTEM PENGELOLAAN PERANGKAT PUBLIKASI DAN KOMUNIKASI
INFORMASI EKSTERNAL I KERAS SISTEM INFORMASI
SEKSI
SEKSI SEKSI
— PENGELOLAAN SISTEM PENGELOLAAN PERANGKAT TRAIS?FI? (IS:RNI\(/Z[QI;??EK]ID\I%I\L oGl
INFORMASI EKSTERNAL II LUNAK INFORMASI
SEKSI SEKSI SEKSI

PENGELOLAAN KINERJA
TRANSFORMASI TEKNOLOGI
INFORMASI

SEKSI
LAYANAN PENGGUNA

SEKSI
PENGELOLAAN DAN
ANALISIS BASIS DATA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

{(PMK.OI/2014

EUANGAN



LAMPIRAN VII-1
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

|
ORGE?I(;K\SI\II DAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
KEPATUHAN INTERNAL KEPEGAWAIAN KEUANGAN PERLENGKAPAN UMUM
| | | | | |
DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
5 Amﬁgﬁfﬁiﬁg GARA KEKAYAAN NEGARA PIUTANG NEGARA DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DIE’I:Z?I{ITAOIEQT D"EEIELC\IEAT HUKUM DAN HUBUNGAN
DIPISAHKAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN DAN SISTEM INFORMASI MASYARAKAT
] I T I I I

SUBDIREKTORAT
BARANG MILIK NEGARA I

SUBDIREKTORAT
KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN I

SUBDIREKTORAT
PIUTANG NEGARA 1

SUBDIREKTORAT

— PENGELOLAAN KEKAYAAN

NEGARA 1

SUBDIREKTORAT
STANDARDISASI PENILAIAN
PROPERTI

SUBDIREKTORAT
BINA LELANG 1

SUBDIREKTORAT
PERATURAN PERUNDANGAN

SUBDIREKTORAT
BARANG MILIK NEGARA 1II

SUBDIREKTORAT
KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN II

SUBDIREKTORAT
PIUTANG NEGARA 1I

SUBDIREKTORAT

— PENGELOLAAN KEKAYAAN

NEGARA 1I

SUBDIRERTURAT
STANDARDISASI PENILAIAN

BISNIS DAN SUMBER DAYA
AT AM

SUBDIREKTORAT
BINA LELANG 1I

SUBDIREKTORAT
BANTUAN HUKUM

SUBDIREKTORAT
BARANG MILIK NEGARA III

SUBDIREKTORAT
KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN III

SUBDIREKTORAT
— KEKAYAAN NEGARA
LAIN-LAIN I

SUBDIREKTORAT

— PENGELOLAAN KEKAYAAN

NEGARA 1III

SUBDIREKTORAT
PENINGKATAN KUALITAS
PENILAI PEMERINTAH

SUBDIREKTORAT
BINA PROFESI DAN JASA
LELANG

SUBDIREKTORAT
HUBUNGAN MASYARAKAT

SUBDIREKTORAT
BARANG MILIK NEGARA IV

K OMPOK ABA

FUNGSIONAL

K OMPOK ABA
FUNGSIONAL

SUBDIREKTORAT
— KEKAYAAN NEGARA
LAIN-LAIN II

SUBDIRERTURAT
PERENCANAAN DAN

PENGEMBANGAN SISTEM
ADI TKAST

SUBDIREKTORAT
ANALISIS DATA DAN
INFORMASI PENILAIAN

SUBDIREKTORAT
— KEKAYAAN NEGARA
LAIN-LAIN III

SUBDIREKTORAT

— PENGOLAHAN DATA DAN

LAYANAN OPERASIONAL

K OMPOK ABA
FUNGSIONAL

K OMPOK ABA
FUNGSIONAL

K OMPOK ABA
FUNGSIONAL

K OMPOK ABA

FUNGSIONAL

K OMPOK ABA
FUNGSIONAL




LAMPIRAN VII-2
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
BAGIAN
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
RGANISASI DAN KEPATUHAN
ORG SAS v KEPEGAWAIAN KEUANGAN PERLENGKAPAN UMUM
INTERNAL
[ [ [ [ [
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
— ORGANISASI DAN — PENGEMBANGAN PEGAWAI DAN — SUBBAGA?II\(I}ZEA%ECANAAN — ss;g:gﬁi — f[fTiBégi‘:i
PERENCANAAN KINERJA KEPEMIMPINAN

SUBBAGIAN SUBBAGIAN

— sz f f:}?;f; A — MANAJEMEN KINERJA DAN — PERIS;}JEBN%‘:?{I:N N — SUBBAGIA;;’?}EE{“J/I;ANAN PAN| L PROTOKOL DAN PERJALANAN
MUTASI KEPEGAWAIAN RAA DINAS

SUBBAGIAN

|| INTSE?ESS@E%&;TES?%& SIL || PERENCANAAN DAN [ | SUBBAGIAN | | SUBBAGIAN INVENTARISASI || SUBBAGIAN
DEMERIKSAAN ADMINISTRASI UMUM AKUNTANSI DAN PELAPORAN DAN PENGHAPUSAN RUMAH TANGGA
KEPEGAWAIAN
| ] SUBBAGIAN
GAJI

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL ’ﬂ’L‘




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA

DIREKTORAT

BARANG MILIK NEGARA

LAMPIRAN VII-3
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
BARANG MILIK NEGARA I BARANG MILIK NEGARA II BARANG MILIK NEGARA III BARANG MILIK NEGARA IV
| I I I

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
BARANG MILIK BARANG MILIK ] BARANG MILIK ] BARANG MILIK
NEGARA TA NEGARA IIA NEGARA IIIA NEGARA IVA
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
BARANG MILIK BARANG MILIK ] BARANG MILIK ] BARANG MILIK
NEGARA IB NEGARA IIB NEGARA IIIB NEGARA IVB
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
BARANG MILIK BARANG MILIK ] BARANG MILIK ] BARANG MILIK
NEGARA IC NEGARAIIC NEGARA IIIC NEGARA IVC
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
BARANG MILIK BARANG MILIK — BARANG MILIK — BARANG MILIK
NEGARA ID NEGARA IID NEGARA IIID NEGARA IVD

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL




LAMPIRAN VII-4
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT
KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT
KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN I

SUBDIREKTORAT
KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN II

SEKSI
KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN IA

SEKSI
KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN IB

SEKSI
KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN IC

SUBDIREKTORAT
KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN III

SEKSI
KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN IIA

SEKSI
KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN IIB

SEKSI
KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN IIC

SEKSI
KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN IIIA

SEKSI
KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN IIIB

SEKSI
KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN IIIC

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL




LAMPIRAN VII-5
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT PIUTANG NEGARA KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN

DIREKTORAT

PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN

NEGARA LAIN-LAIN

SUBBAGIAN

TATA USAHA
I I I I

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PISI}’JI‘i?IIClj ?\II]EZ’I(‘SA};XF I PI?J[’I‘]iEICIfigé?;;AI{TH KEKAYAAN NEGARA KEKAYAAN NEGARA KEKAYAAN NEGARA
LAIN-LAIN I LAIN-LAIN II LAIN-LAIN III
| | | | I
SEKSI SEKSI SEKSI

SEKSI
PIUTANG NEGARA 1A

SEKSI
PIUTANG NEGARA IIA

SEKSI
PIUTANG NEGARA IB

SEKSI
PIUTANG NEGARA IIB

SEKSI
PIUTANG NEGARA IC

SEKSI
PIUTANG NEGARA IIC

— KEKAYAAN NEGARA

LAIN-LAIN IA

KEKAYAAN NEGARA
LAIN-LAIN IIA

KEKAYAAN NEGARA
LAIN-LAIN IIIA

SEKSI

] KEKAYAAN NEGARA

LAIN-LAIN 1B

SEKSI
KEKAYAAN NEGARA
LAIN-LAIN IIB

SEKSI
KEKAYAAN NEGARA
LAIN-LAIN IIIB

SEKSI

—] KEKAYAAN NEGARA

LAIN-LAIN IC

SEKSI
KEKAYAAN NEGARA
LAIN-LAIN IIC

SEKSI
KEKAYAAN NEGARA
LAIN-LAIN IIIC

SEKSI
KEKAYAAN NEGARA
LAIN-LAIN ID

SEKSI
KEKAYAAN NEGARA
LAIN-LAIN IID

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKSI
KEKAYAAN NEGARA
LAIN-LAIN IID




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

LAMPIRAN VII-6

PERATURAN MENTERI

KEUANGAN NOMOR

DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI

DIREKTORAT

PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA

DAN SISTEM INFORMASI

SUBBAGIAN

TATA USAHA

SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN SUBDIREKTORAT
PENGELOLAAN KEKAYAAN PENGELOLAAN KEKAYAAN PENGELOLAAN KEKAYAAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGOLAHAN DATA DAN LAYANAN
NEGARA 1 NEGARA 1I NEGARA 1II OPERASIONAL
APLIKASI
I I I I I
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA | [ PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA PERENCANAAN DAN — PENGOLAHAN DATA DAN LAYANAN
1A IIA 1A PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI I INFORMASI
SEKSI SEKSI SEKSI PEREN(SIII;ZEzIAN DAN SEKSI
PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA | [—1 PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI —1 PENGKAJIAN DAN STANDARDISASI
1B 1B I11B 1 TEKNOLOGI INFORMASI
SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI
PERENCANAAN DAN SEKSI
PENGELOLAAN KI};Z:KAYAAN NEGARA PENGELOLAAN KI]I-Eé{AYAAN NEGARA PENGELOLAAN II{I}?(I:(AYAAN NEGARA PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI LAYANAN OPERASIONAL
111
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA | =1 PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA INTEGRASI SISTEM APLIKASI —1 PENGELOLAAN PERANGKAT KERAS,
ID 1IID 111D LUNAK, DAN JARINGAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

206/PMK.01/2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENILAIAN

LAMPIRAN VII-7
PERATURAN MENTERI
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

KEUANGAN NOMOR

DIREKTORAT
PENILAIAN
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
STANDARDISASI PENILAIAN PROPERTI STANDARDISASI PENILAIAN BISNIS PENINGKATAN KUALITAS PENILAI ANALISIS DATA DAN INFORMASI
DAN SUMBER DAYA ALAM PEMERINTAH PENILATAN
SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI
| STANDARD;;AOS;];ETI‘\IIHI,AIAN REAL | STANDARDISASI PENILAIAN BISNIS I PEMBINAAN PENILAI PEMERINTAH I KAJI ULANG LAPORAN PENILAIAN
SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI
] STANDARD;;g?E;ETII\H;AIAN REAL | STANDARDISASI PENILAIAN BISNIS II PEMBINAAN PENILAI PEMERINTAH II VERIFIKASI PERMOHONAN PENILAIAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
— STANDARDISASI PENILAIAN PROPERTI — STANDARDISASI PENILAIAN SUMBER PENINGKATAN KUALITAS PENILAI PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
KHUSUS 1 DAYA ALAM 1 PEMERINTAH PENILAIAN
SEKSI SEKSI SEKSI
— STANDARDISASI PENILAIAN PROPERTI — STANDARDISASI PENILAIAN SUMBER PENGAWASAN DAN KODE ETIK PENILAI
KHUSUS II DAYA ALAM II PEMERINTAH

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

206/PMK.01/2014



LAMPIRAN VII-8
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT LELANG

DIREKTORAT
LELANG
SUBBAGIAN
TATA USAHA
I I
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
BINA LELANG 1 BINA LELANG 1I BINA PROFESI DAN JASA LELANG
| | |
SEKSI | SEKSI | SEKSI
BINA LELANG IA BINA LELANG IIA BINA PROFESI LELANG I
SEKSI ] SEKSI | SEKSI
BINA LELANG 1B BINA LELANG IIB BINA PROFESI LELANG II
SEKSI | SEKSI | SEKSI
BINA LELANG IC BINA LELANG IIC BINA JASA LELANG

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

LAMPIRAN VII-9
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

DIREKTORAT
HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

SUBBAGIAN

TATA USAHA

SUBDIREKTORAT

PERATURAN PERUNDANGAN

SUBDIREKTORAT
BANTUAN HUKUM

SUBDIREKTORAT
HUBUNGAN MASYARAKAT

SEKSI
PERATURAN
PERUNDANGAN

I

SEKSI

SEKSI
PERATURAN
PERUNDANGAN

II

BANTUAN HUKUM 1

SEKSI
KOMUNIKASI PUBLIK

SEKSI

SEKSI
PERATURAN
PERUNDANGAN

III

BANTUAN HUKUM 1I

SEKSI
PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI

SEKSI

SEKSI
PERATURAN
PERUNDANGAN

v

BANTUAN HUKUM 1II

SEKSI
PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI

SEKSI

BANTUAN HUKUM IV

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

LAMPIRAN VIII-1
PERATURAN MENTERI

KEUANGAN NOMOR

206/PMK.01/2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN BAGIAN BAGIAN EAGIAN
PERENCANAAN DAN | | ORGANISASI DAN UMUM DAN KONTROL INTERN
KEUANGAN KEPEGAWAIAN KEHUMASAN
I | T 1
DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT

DANA PERIMBANGAN

PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

PEMBIAYAAN DAN KAPASITAS DAERAH

EVALUASI PENDANAAN DAN INFORMASI

KEUANGAN DAERAH

SUBDIREKTORAT
DANA BAGI HASIL PAJAK

SUBDIREKTORAT
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH I

SUBDIREKTORAT
PINDAMAN DAERAH

SUBDIREKTORAT

DAN PEREKONOMIAN DAERAH

EVALUASI DANA DESENTRALISASI

SUBDIREKTORAT
DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM

SUBDIREKTORAT
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH II

SUBDIREKTORAT
HIBAH DAERAH

SUBDIREKTORAT

DAN TUGAS PEMBANTUAN

EVALUASI DANA DEKONSENTRASI

SUBDIREKTORAT
DANA ALOKASI UMUM

SUBDIREKTORAT
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH III

SUBDIREKTORAT
PEMBIAYAAN PENATAAN DAERAH

SUBDIREKTORAT

— AKUNTANSI DAN PELAPORAN

TRANSFER KE DAERAH

SUBDIREKTORAT
DANA ALOKASI KHUSUS

SUBDIREKTORAT
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH IV

SUBDIREKTORAT
— INVESTASI DAN KAPASITAS
KEUANGAN DAERAH

SUBDIREKTORAT
DANA KEUANGAN DAERAH

SUBDIREKTORAT
PELAKSANAAN TRANSFER 1

SUBDIREKTORAT
SINKRONISASI DAN DUKUNGAN
TEKNIS PAJAK DAERAH DAN

SUBDIREKTORAT
— PENATAUSAHAAN PEMBIAYAAN

SUBDIREKTORAT

|| INFORMASI DAN DUKUNGAN TEKNIS

RETRIBUSI DAERAH DAERAH
SUBDIREKTORAT
PELAKSANAAN TRANSFER II
[T TTT I IITTTTIIT] [T TTT [ ITTTTTTT] [TT T IITTTITIT] [TTTTTTIITTTITIT]
KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL




LAMPIRAN VIII-2
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
BAGIAN OR Gfl\?l(;?sl\ll DAN BAGIAN BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN UMUM DAN KEHUMASAN KONTROL INTERN
| | | |
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
- PERENCANAAN DAN - ORGANISASI DAN TATA - TS:TiBSSE{IX - KEP Afggfg%ﬁl;m AL
PENYUSUNAN ANGGARAN LAKSANA
| SUBBAGIAN | SUBBAGIAN | SUBBAGIAN | SUBBAGIAN
PERBENDAHARAAN PENGEMBANGAN PEGAWAI RUMAH TANGGA PENGELOLAAN RISIKO
| SUBBAGIAN I - ASSiUDBABNAIGI\]I?gRM ASI | SUBBAGIAN | SUBBAGIAN
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEPEGAWAIAN PERLENGKAPAN PENGELOLAAN KINERJA
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
HARMONISASI KEBIJAKAN
| DAN KERJASAMA ANTAR | KEHUMASQII\IH?SI\N/I BANTUAN
LEMBAGA

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT DANA PERIMBANGAN

DIREKTORAT

DANA PERIMBANGAN

LAMPIRAN VIII-3
PERATURAN MENTERI

KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT DAN AS EE(?II }IQ—IEAIg{L? }SQ[AJ’II\\/IBER SUBDIREKTORAT
DANA BAGI HASIL PAJAK DAYA ALAM DANA ALOKASI UMUM
| | |
SEKSI SEKSI

— DANA BAGI HASIL

PAJAK I

— DANA BAGI HASIL

SUMBER DAYA ALAM 1

DANA ALOKASI UMUM I

SEKSI

SEKSI

— DANA BAGI HASIL

PAJAK II

SEKSI

— DANA BAGI HASIL

SUMBER DAYA ALAM II

DANA ALOKASI UMUM II

SEKSI

SEKSI

— DANA BAGI HASIL

PAJAK III

SEKSI

— DANA BAGI HASIL

SUMBER DAYA ALAM III

[ | DANA ALOKASI UMUM III

SEKSI

SEKSI

— DANA BAGI HASIL

SUMBER DAYA ALAM IV

| DANA ALOKASI UMUM IV

SEKSI

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

D Al\?ﬁljif (IDIIQ(E;I;{(I){;‘?JTSU S PELAKSANAAN PELAKSANAAN
TRANSFER 1 TRANSFER 1I
I | |
SEKSI SEKSI SEKSI
— DANA ALOKASI — PELAKSANAAN — PELAKSANAAN
KHUSUS I TRANSFER IA TRANSFER IIA
SEKSI SEKSI SEKSI
— DANA ALOKASI — PELAKSANAAN — PELAKSANAAN
KHUSUS II TRANSFER IB TRANSFER IIB
SEKSI SEKSI SEKSI
— DANA ALOKASI — PELAKSANAAN — PELAKSANAAN
KHUSUS III TRANSFER IC TRANSFER IIC
SEKSI
— DANA ALOKASI
KHUSUS IV



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

LAMPIRAN VIII-4

PERATURAN MENTERI

DIREKTORAT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DIREKTORAT
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

SUBBAGIAN

TATA USAHA

KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

SUBDIREKTORAT
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH I

SUBDIREKTORAT
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH II

SUBDIREKTORAT
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH III

SEKSI
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH IA

SEKSI
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH IIA

SEKSI
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH IIIA

SEKSI
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH IB

SEKSI
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH IIB

SEKSI
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH IIIB

SEKSI
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH IC

SEKSI
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH IIC

SEKSI
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH IIIC

SEKSI
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH ID

SEKSI
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH IID

SEKSI
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH IIID

SUBDIREKTORAT
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH IV

SUBDIREKTORAT
SINKRONISASI DAN DUKUNGAN
TEKNIS PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

SEKSI
— PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH IVA

SEKSI
— PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH IVB

SEKSI
— PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH IVC

SEKSI
— PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH IVD

] KELOMPOK ]
[ | JABATAN FUNGSIONAL [_|

SEKSI

— SINKRONISASI PAJAK

DAERAH

SEKSI

— SINKRONISASI RETRIBUSI

DAERAH

SEKSI
DATA DAN PELAPORAN
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH




LAMPIRAN VIII-5
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PEMBIAYAAN DAN KAPASITAS DAERAH

DIREKTORAT
PEMBIAYAAN DAN KAPASITAS
DAERAH
SUBBAGIAN
TATA USAHA
I I | |
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PISI\[I:IJ]BAIK/I?IEI:I;FEER}?:H SI-[IJIEI;IzEIQ gi;%iﬁr PEMBIAYAAN PENATAAN INVESTASI DAN KAPASITAS PENATAUSAHAAN
DAERAH KEUANGAN DAERAH PEMBIAYAAN DAERAH
[ [ [ [ [
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI
— — PEMBIAYAAN PENATAAN — — PENATAUSAHAAN
PINJAMAN DAERAH 1 HIBAH DAERAH 1 DAERAH I INVESTASI DAERAH 1 PEMBIAYAAN DAERAH I
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI
— — PEMBIAYAAN PENATAAN — — PENATAUSAHAAN
PINJAMAN DAERAH 1I HIBAH DAERAH 1I DAERAH II INVESTASI DAERAH 1I PEMBIAYAAN DAERAH II
SEKSI — SEKSI — PEMBIAYEEII\?SPIENATAAN — KAPASITig IIi{SEIUANGAN — PENATSEI?SSPI;HAAN
PINJAMAN DAERAH I HIBAH DAERAH Il DAERAH 1III DAERAH 1 PEMBIAYAAN DAERAH III
SEKSI
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI PENATAUSAHAAN
— — PEMBIAYAAN PENATAAN — KAPASITAS KEUANGAN —
PINJAMAN DAERAH IV HIBAH DAERAH IV DAERAH IV DAERAH II PEMBIAYA;?/N DAERAH
| [ | [ [ |

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

LAMPIRAN VIII-6

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT EVALUASI PENDANAAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH

DIREKTORAT

EVALUASI PENDANAAN DAN
INFORMASI KEUANGAN DAERAH

SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT

SUBBAGIAN
TATA USAHA
I I I I
SUBDIREKTORAT
EVALUASI DANA SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT

EVALUASI DANA
DESENTRALISASI DAN
PEREKONOMIAN DAERAH

DEKONSENTRASI DAN
TUGAS PEMBANTUAN

AKUNTANSI DAN PELAPORAN

TRANSFER KE DAERAH

SEKSI
EVALUASI PENDAPATAN
DAERAH

SEKSI
EVALUASI DANA
DEKONSENTRASI DAN
TUGAS PEMBANTUAN I

SEKSI
AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN I

SEKSI
EVALUASI BELANJA
DAERAH

SEKSI
EVALUASI DANA
DEKONSENTRASI DAN
TUGAS PEMBANTUAN II

SEKSI
AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN II

SEKSI
EVALUASI PEMBIAYAAN
DAERAH DAN DEFISIT
ANGGARAN DAERAH

SEKSI
EVALUASI DANA
DEKONSENTRASI DAN
TUGAS PEMBANTUAN III

SEKSI
AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN III

SEKSI
EVALUASI PEREKONOMIAN
DAERAH

SEKSI
EVALUASI DANA
DEKONSENTRASI DAN
TUGAS PEMBANTUAN IV

SEKSI
KONSOLIDASI PELAPORAN
KEUANGAN

DATA KEUANGAN DAERAH

INFORMASI DAN DUKUNGAN

TEKNIS

SEKSI

— DATA KEUANGAN

DAERAH I

SEKSI
PENGEMBANGAN APLIKASI
DAN PROGRAM

SEKSI

— DATA KEUANGAN

DAERAH 1I

[ | PENGELOLAAN BASIS DATA

SEKSI

SEKSI

— DATA KEUANGAN

DAERAH III

SEKSI
DUKUNGAN TEKNIS

SEKSI

— DATA KEUANGAN

DAERAH IV

SEKSI
PELAPORAN DAN LAYANAN
INFORMASI

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL




LAMPIRAN IX-1
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN

RISIKO
SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
I
I | 1 I 1
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI, TATA LAKSANA, SUMBER DAYA
DAN LAYANAN INFORMASI MANUSIA KEUANGAN KEPATUHAN INTERNAL UMUM
| | | | | |
DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT PENGELOLAAN DUKUNGAN
PENGELOLAAN RISIKO STRATEGI DAN PORTOFOLIO EVALUASI, AKUNTANSI, DAN
PEMERINTAH DAN PEMBIAYAAN ’ ’
PINJAMAN DAN HIBAH SURAT UTANG NEGARA PEMBIAYAAN SYARIAH KEUANGAN NEGARA INTAH DAN PEME PEMBIAYAAN SETELMEN
| | | | | | |
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PERENCANAAN DAN L | PENGELOLAAN PORTOFOLIO | PENGELOLAAN TRANSAKSI SURAT L | MITIGASI RISIKO ANGGARAN - PENYIAPAN KERJA SAMA | | PERENCANAAN DAN STRATEGI | H ADMINISTRASI DAN
PENGELOLAAN DATA SURAT UTANG NEGARA BERHARGA SYARIAH NEGARA PENDAPATAN BELANJA NEGARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA PEMBIAYAAN VERIFIKASI
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PINJAMAN DAN HIBAH | | PENGEMBANGAN PASAR SURAT | [ PENGEMBANGAN PASAR SURAT | MITIGASI RISIKO BADAN - EVALUASI DUKUNGAN AN ALIS?Si?éﬁfngE)ﬁ‘;Tl avaan| H SE?gfﬁéiEfgfﬁngSI
MULTILATERAL UTANG NEGARA BERHARGA SYARIAH NEGARA USAHA MILIK NEGARA PEMERINTAH
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT I C}S;S‘?iﬁﬁfg ?‘;AM; AGA SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PINJAMAN DAN HIBAH I ANALISIS KEUANGAN DAN PASAR| H ANALISIS KEUANGAN DAN PASAR — KEUANGAN DAN INSTRUMEN — PERSETUJUAN PENYEDIAAN I PERENCANAAN DAN ANALISIS — AKUNTANSI DAN PELAPORAN
BILATERAL I SURAT UTANG NEGARA SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA MITIGASI RISIKO DUKUNGAN PEMERINTAH KEWAJIBAN KONTINJENSI
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PINJAMAN DAN HIBAH || PERATURAN SURAT UTANG NEGARA | Siiﬁ:gigﬁigfg&?&ﬁ; | PENGELOLAAN RISIKO ASET || PENGEMBANGAN PENGELOLAAN | |H MONITSC[)JRBEICI}QEDIE{IO;?AFLUASI
BILATERAL II DAN EVALUASI KINERJA KINERJA DAN KEWAJIBAN NEGARA PEMBIAYAAN
SUBDIREKTORAT
TEKNOLOGI INFORMASI
[TTTTTITITITTTIT] [TTTTTITTIITITTIT] [TTTTTITITITITTIT] [TTTTTITIIITTTIT] [TTTTTITITIITTITIT] [TTTTTITITITTTIT] [TTTTTITITITTTT]
KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL [| || JABATAN FUNGSIONAL [| || JABATAN FUNGSIONAL [| || JABATAN FUNGSIONAL [| || JABATAN FUNGSIONAL || || JABATAN FUNGSIONAL [] || JABATAN FUNGSIONAL
[TTTTTTITTITITTTIT] [TTTTTTITTTITITTITIT] [TTTTTTITTTITTITTIT] [TTTTTTITTTITITTTIT] [TTTTTTITTITITTTTTd [TTTTTITTTITTTIT] [TTTTTTITTITITTTIT]




LAMPIRAN IX-2
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

[ I [ I
BAGIAN
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI, TATA LAKSANA, DAN
LAYANAN INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA KEUANGAN KEPATUHAN INTERNAL UMUM
| | | | |
|| SUBBAGIAN || ADMINI S,?gf;g%ﬁ\;ER DAYA || SUBBAGIAN | SUBBAGIAN || SUBBAGIAN
ORGANISASI MANUSIA PENYUSUNAN ANGGARAN KEPATUHAN INTERNAL I TATA USAHA
| SUBBAGIAN || SUBBAGIAN | SUBBAGIAN || SUBBAGIAN || SUBBAGIAN
TATA LAKSANA MUTASI SUMBER DAYA MANUSIA PERBENDAHARAAN KEPATUHAN INTERNAL II RUMAH TANGGA
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
] LAYANAN INFORMASI ] PENGEMBA&iﬁ%giMBER DAYA| | ™ AKUNTANSI DAN PELAPORAN [ | PENGELOLAAN KINERJA ] GAJI
|| SUBBAGIAN || SUBBAGIAN
HARMONISASI PERATURAN PERLENGKAPAN
KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

HENNNNNENEEEEN n,




LAMPIRAN IX-3
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH

DIREKTORAT
PINJAMAN DAN HIBAH

SUBBAGIAN
TATA USAHA
I I I I
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PERENCANAAN DAN PINJAMAN DAN HIBAH PINJAMAN DAN HIBAH PINJAMAN DAN HIBAH
PENGELOLAAN DATA MULTILATERAL BILATERAL I BILATERAL II
[ | [ [
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
ANALISIS PINJAMAN DAN L PINJAMAN DAN HIBAH | PINJAMAN DAN HIBAH | PINJAMAN DAN HIBAH
HIBAH MULTILATERAL A BILATERAL IA BILATERAL IIA
SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI
AL%%]EST(;?&%\}[\I&A&N L PINJAMAN DAN HIBAH | PINJAMAN DAN HIBAH | PINJAMAN DAN HIBAH
HIBAH MULTILATERAL B BILATERAL IB BILATERAL IIB
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
L PINJAMAN DAN HIBAH | PINJAMAN DAN HIBAH | PINJAMAN DAN HIBAH
DATA DAN PELAPORAN MULTILATERAL C BILATERAL IC BILATERAL IIC
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PERENCANAAN DAN L PINJAMAN DAN HIBAH | PINJAMAN DAN HIBAH | PINJAMAN DAN HIBAH
EVALUASI KINERJA MULTILATERAL D BILATERAL ID BILATERAL IID
[ [ 1 [ [ 1

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL




LAMPIRAN IX-4
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT SURAT UTANG NEGARA

DIREKTORAT
SURAT UTANG NEGARA

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT
PENGELOLAAN PORTOFOLIO
SURAT UTANG NEGARA

SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN PASAR
SURAT UTANG NEGARA

SUBDIREKTORAT
ANALISIS KEUANGAN DAN
PASAR SURAT UTANG NEGARA

I
SUBDIREKTORAT
PERATURAN SURAT UTANG
NEGARA DAN EVALUASI

KINERJA
I | | |
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI
PERENCANAAN TRANSAKSI HUBUNGAN KELEMBAGAAN
[ |SURAT UTANG NEGARA DAN DAN KERJASAMA — ANALISIS lﬁgg‘gGAN DAN [ | PERATURQE c?zlleiﬁT UTANG
DERIVATIF INTERNASIONAL
SEKSI SEKSI
PELAKSANAAN TRANSAKSI PENGEMBANGAN SEKSI SEKSI

SURAT UTANG NEGARA DAN

INSTRUMEN DAN BASIS

— ANALISIS PASAR SURAT
UTANG NEGARA

— PERENCANAAN DAN
EVALUASI KINERJA

DERIVATIF I INVESTOR SURAT UTANG
SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI
] SF[’JE;:,IIF f}?ﬁﬁéNN’ng\ggilN HUBUNGAN INVESTOR DAN — ANALISIS PASAR KEUANGAN| Y EVALUASI PELAKSANAAN
DERIVATIF II LEMBAGA PEMERINGKAT INTERNASIONAL TRANSAKSI
SEKSI

PENATAUSAHAAN DAN
PELAPORAN TRANSAKSI
SURAT UTANG NEGARA

SEKSI
LAYANAN INFORMASI DAN
EDUKASI PUBLIK

SEKSI
— DUKUNGAN ANALISIS
PASAR KEUANGAN

| KELOMPOK |
[ | JABATAN FUNGSIONAL [ |




LAMPIRAN IX-5
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PEMBIAYAAN SYARIAH

DIREKTORAT
PEMBIAYAAN SYARIAH

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT

PENGELOLAAN TRANSAKSI SURAT
BERHARGA SYARIAH NEGARA

PENGEMBANGAN PASAR SURAT
BERHARGA SYARIAH NEGARA

ANALISIS KEUANGAN DAN PASAR
SURAT BERHARGA SYARIAH

PERATURAN SURAT BERHARGA
SYARIAH NEGARA DAN EVALUASI

[ | KELOMPOK |
[ | JABATAN FUNGSIONAL [ |

NEGARA KINERJA
I I I I
SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI
— SPL]?RRE'II‘\I ggggﬁggﬁgﬁiﬁfi& —— PENGEMBANGAN INSTRUMEN — ANALISIS PASAR SURAT — PERATURAN SURAT BERHARGA
NEGARA DAN KESESUAIAN SYARIAH BERHARGA SYARIAH NEGARA SYARIAH NEGARA
SEKSI
SEKSI SEKSI
|| PRLAKSANAMN TRANSAKST | L | by svanan pUBLIKDAN | | ||  awausismaroasurar | [ SEKSL
HUBUNGAN INVESTOR BERHARGA SYARIAH NEGARA
NEGARA I
SEKSI
SEKSI SEKSI
PELAKSANAAN TRANSAKSI SEKSI
— — — ANALISIS KEUANGAN — PERENCANAAN DAN
RAT BERHARGA SYARIAH
SU NEG AR(A} HS HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN FISKAL EVALUASI KINERJA

SEKSI

— PENGELOLAAN ASET SURAT

BERHARGA SYARIAH NEGARA




LAMPIRAN IX-6
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN NEGARA

DIREKTORAT
PENGELOLAAN RISIKO
KEUANGAN NEGARA

SUBBAGIAN
TATA USAHA
| | | |
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT MITIGASI RISIKO LEMBAGA PENGEE(]?S&%K};(;E?J ASET
MITIGASI RISIKO APBN MITIGASI RISIKO BUMN KEUANGAN DAN INSTRUMEN DAN KEWAJIBAN NEGARA
MITIGASI RISIKO
] | [ |
SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI
— J AIT\Z?II\II;?\I ig}fg EE(?][\?IIEI CSXASI\/IXN RISIKO PELAKSANAAN PSO — RISIKO LEMBAGA — ANALISIS STRUKTUR ASET DAN
KEWAJIBAN PEMERINTAH
PEMERINTAH PADA BUMN I KEUANGAN I
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
RISIKO PELAKSANAAN PSO — RISIKO LEMBAGA —— ANALISIS RISIKO ASET DAN
RISIKO JAMINAN SOSIAL PADA BUMN II KEUANGAN II KEWAJIBAN LINTAS GENERASI
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
— RISIKO POLITIK DAN PENUGASAN NON- PSO DAN — INSTRUMEN MITIGASI — KERJASAMA
TUNTUTAN HUKUM INVESTASI PADA BUMN RISIKO KELEMBAGAAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
— PENGUNGKAPAN RISIKO RISIKO PINUAMAN PADA — PERATURAN MITIGASI — PERENCANAAN DAN
KEUANGAN NEGARA BUMN RISIKO EVALUASI KINERJA

| KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL




LAMPIRAN IX-7
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT PENGELOLAAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

DIREKTORAT

PENGELOLAAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAN

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

SUBBAGIAN

TATA USAHA

SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PENYIAPAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN EVALUASI DUKUNGAN PEMERINTAH PERSETUJUAN DUKUNGAN PEMERINTAH
BADAN USAHA
| [ [
SEKSI
SEKSI SEKSI
PERENCANAAN DUKUNGAN PEMERINTAH PROYEK PERSETUJUAN PROYEK SEKTOR I
SEKTOR I
SEKSI SEKSI SEKSI
PENGELOLAAN DANA PENYIAPAN DUKUNGAN PEMERINTAH PROYEK
PROYEK SEKTOR 11 PERSETUJUAN PROYEK SEKTOR II
SEKSI SEKSI SEKSI
PENYIAPAN PROYEK KERJA SAMA KOORDINASI FASILITAS DUKUNGAN
SEKTOR 1 PEMERINTAL PENYUSUNAN PERATURAN
SEKSI SEKSI SEKSI
PENYIAPAN PROYEK KERJA SAMA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERENCANAAN, EVALUASI KINERJA DAN
SEKTOR II DUKUNGAN PEMERINTAH KERJASAMA KELEMBAGAAN

[ [ [ 1]

[ |

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL




LAMPIRAN IX-8

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT STRATEGI DAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN

DIREKTORAT
STRATEGI DAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA
| | | |
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN ANALISIS KEWAJIBAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

PERENCANAAN DAN STRATEGI PEMBIAYAAN

ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN

KONTINJENSI

PEMBIAYAAN

SEKSI

STRATEGI PENGELOLAAN UTANG
JANGKA MENENGAH

SEKSI
PENGELOLAAN RISIKO LIKUIDITAS

SEKSI

SEKSI

RISIKO KREDIT

SEKSI

PERENCANAAN KAPASITAS UTANG

SEKSI
PENGELOLAAN RISIKO PASAR

SEKSI
PENGELOLAAN PORTOFOLIO

PENGEMBANGAN MODEL ANALISIS

SEKSI

KEWAJIBAN KONTINJENSI

SEKSI

PERENCANAAN PEMBIAYAAN UTANG

SEKSI
PERENCANAAN LINDUNG NILAI

SEKSI

PENGEMBANGAN PASAR UTANG

SEKSI

PERATURAN DAN PERJANJIAN

SEKSI

STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUNAN

SEKSI
LAYANAN LEMBAGA PEMERINGKAT KREDIT
DAN PEMBERI PINUDAMAN

SEKSI

PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN
ALTERNATIF

SEKSI

PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

PENGELOLAAN DAN PENYAJIAN DATA




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

LAMPIRAN IX-9

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT EVALUASI, AKUNTANSI, DAN SETELMEN

DIREKTORAT
EVALUASI, AKUNTANSI, DAN
SETELMEN
SUBBAGIAN
TATA USAHA
I I I I
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
ADMINISTRASI DAN SETELMEN TRANSAKSI AKUNTANSI DAN MONITORING DAN TEKNOLOGI INFORMASI
VERIFIKASI PELAPORAN EVALUASI
I I I I I

ADMINISTRS::SIIS[ITANG DAN SEKSI — SEKSI MONITSOEI;{IEIG DAN PERANCASI\I?(I}{EIII SISTEM
HIBAH SETELMEN TRANSAKSI I AKUNTANSI PINJAMAN EVALUASI TEKNOLOGI INFORMASI

VERIFIKASSI?II%?FIANG DAN SEKSI — SEKSI MONITSS:lglilG DAN PENGEMS]_EEI\?CI}AN DAN
HIBAH 1 SETELMEN TRANSAKSI I AKUNTANSI HIBAH EVALUASI II IMPLEMENTASI SISTEM I

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI

VERIFIKASI UTANG DAN SETELMEN TRANSAKSI III — AKUNTANSI SURAT MONITORING DAN PENGEMBANGAN DAN

HIBAH II BERHARGA NEGARA EVALUASI III IMPLEMENTASI SISTEM II
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI

VERIFIKASI UTANG DAN SETELMEN TRANSAKSI IV — KONSOLIDASI DAN PERENCANAAN DAN OPERASIONAL LAYANAN
HIBAH III PELAPORAN EVALUASI KINERJA TEKNOLOGI INFORMASI

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL /g’Ll




LAMPIRAN X-1

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT JENDERAL

INSPEKTORAT
JENDERAL
SEKRETARIAT
INSPEKTORAT
JENDERAL
BAGIAN BAGIAN
BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI PERENCANAAN BAGIAN SISTEM UMUM DAN
DAN KINERJA DAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN INFORMASI KOMUNIKASI
PENGAWASAN PENGAWASAN

INSPEKTORAT 1

INSPEKTORAT 1II

INSPEKTORAT III

INSPEKTORAT IV

INSPEKTORAT V

INSPEKTORAT VI

INSPEKTORAT VII

INSPEKTORAT
BIDANG INVESTIGASI

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN | | SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA
HNERERRRER HNENNRRNEE HNERERREER HNENRRRNER HERNRRENER LTI HNENNRRNEE HNERERRRER
| | KELOMPOK JABATAN | | KELOMPOK JABATAN | | | | KELOMPOK JABATAN | | KELOMPOK JABATAN | | | | KELOMPOK JABATAN || | KELOMPOK JABATAN || || KELOMPOK JABATAN | | | | KELOMPOK JABATAN |
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
HEEREREEEN HERNRRRNEE HEENNRRENE HEENRREAEE HENNRREAER HEENNRRENE HERNNRRNEE HEEREREEEN




LAMPIRAN X-2
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

SEKRETARIAT
INSPEKTORAT JENDERAL
I I I |
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
BAGIAN BAGIAN
PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI UMUM DAN KOMUNIKASI
ORGANISASI DAN KINERJA KEUANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN PENGAWASAN
I I I I I
PEEEE;%Tﬁg AN SUBBAGIAN SUBBAGIAN PERE;?EQELANND AN SUBBAGIAN
1 ORGANISASI DAN — PERENCANAAN DAN — PERENCANAAN DAN | KEBLJAKAN TEKNOLOGI —  KOMUNIKASI DAN TATA
PROSES BISNIS ANGGARAN PENGEMBANGAN KARIER INFORMASI USAHA PENGAWASAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
H MANAJEMEN KINERJA — PERBENDAHARAAN — PENGEMBANGAN — PENGEMBANGAN SISTEM — KERUMAHTANGGAAN DAN
DAN RISIKO KOMPETENSI DAN TALENTA INFORMASI PROTOKOLER
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN PENGADAAN DAN
a PELAPORAN — PERMINTAAN PEMBAYARAN | H MANAJEMEN KINERJA SDM | | H OPERASIONAL TEKNOLOGI | PENGELOLAAN BARANG
DAN PENGGAJIAN DAN JABATAN FUNGSIONAL INFORMASI MILIK NEGARA
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
SUBBAGIAN PENGELOLAAN DATA PENUGASAN PENGAWASAN
EVALUALS Ald\? JAUI\,IFTINDAK AKUNTANSI MAN‘?&%?T&E%?%S;J DAN EKSTERNAL DAN HUKUMAN DAN PENGELOLAAN
DISIPLIN PERJALANAN DINAS
HEEEEEEEEEEEE
| | KELOMPOK JABATAN | |
FUNGSIONAL

HNEEEEEEEEEEE /gle




LAMPIRAN XI-1
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
BADAN KEBIJAKAN FISKAL

BADAN
KEBIJAKAN FISKAL

SEKRETARIAT BADAN
[
[ [ [ [ |
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI DAN SUMBER DAYA PERENCANAAN DAN INFORMASI DAN UMUM
KEPATUHAN INTERNAL MANUSIA KEUANGAN KOMUNIKASI PUBLIK
PUSAT
PUSAT PUSAT
KEBIJAKAN PUSAT PUSAT PUSAT
KEBIJAKAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN
PENDAPATAN NEGARA ANGGARAN PENBQEJXEZN DAN BELANJA KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN IKLIM DAN MULTILATERAL KEBIJAKAN REGIONAL DAN BILATERAL
I I I I [ I
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
— — KEBIJAKAN PENERIMAAN — — KEBIJAKAN PENGEMBANGAN — KEBIJAKAN FISKAL PERUBAHAN — KERJASAMA EKONOMI DAN
KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI PERPAJAKAN ANALISIS FISKAL INDUSTRI KEUANGAN IKLIM KEUANGAN ASEAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
KEBIJAKAN KEPABEANAN — KEBIJAKAN PNBP DAN HIBAH — ANALISIS NERACA PENDAPATAN — KEBIJAKAN PENGEMBANGAN — KERJASAMA INTERNASIONAL DAN — KERJASAMA EKONOMI DAN
INTERNASIONAL NASIONAL INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM KEUANGAN INTERREGIONAL
BIDANG BIDANG BIDANG
BIDANG BIDANG BIDANG
F— KEBIJAKAN BELANJA PUSAT DAN — ANALISIS MONETER DAN NERACA — — — KERJASAMA EKONOMI DAN
KEBIJAKAN PAJAK DAN PNBP I PEMBIAYAAN PEMBAYARAN KEBIJAKAN KEUANGAN INKLUSIF FORUM G20 KEUANGAN BILATERAL
BIDANG
BIDANG BIDANG ANALISIS EKONOMI INTERNASIONAL BIDANG BIDANG BIDANG
KEBIJAKAN PAJAK DAN PNBP II ] KEBIJAKAN SUBSIDI | DAN | PEMANTAUAN SISTEM KEUANGAN | FORUM MULTILATERAL | KERJA SAMA PERDAGANGAN
HUBUNGAN INVESTOR
BIDANG BIDANG BIDANG
BIDANG BIDANG BIDANG
— — PENGEMBANGAN MODEL DAN DUKUNGAN KESEKRETARIATAN — EVALUASI DAN HUBUNGAN
KEBIJAKAN PAJAK INTERNASIONAL KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH PENGOLAHAN DATA MAKRO STABILITAS SISTEM KEUANGAN OECD PERWAKILAN LUAR NEGERI
BAGIAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
TATA USAHA FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL /ﬂl‘




LAMPIRAN XI-2
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT BADAN

SEKRETARIAT BADAN
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI DAN KEPATUHAN INTERNAL SUMBER DAYA MANUSIA PERENCANAAN DAN KEUANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK UMUM
|| SUBBAGIAN || SUBBAGIAN PENGEMBANGAN SUMBER | SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN | SUBBAGIAN . SUBBAGIAN
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA DAYA MANUSIA PENYUSUNAN ANGGARAN DATA DAN STATISTIK TATA USAHA DAN GAJI
SUBBAGIAN
| | SUBBAGIAN PENGELOLAAN KINERJA || | | SUBBAGIAN | SUBBAGIAN
ORGANISASI ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL DAN SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN MANAJEMEN SISTEM INFORMASI RUMAH TANGGA
KINERJA PEGAWAI
| SUBBAGIAN | SUBBAGIAN | SUBBAGIAN | SUBBAGIAN | MANA JEMESI\LIJ fngg g\gN LAYANAN
KEPATUHAN INTERNAL MUTASI KEPEGAWAIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN KOMUNIKASI PUBLIK PENGADAAN
] SUBBAGIAN N SUBBAGIAN N SUBBAGIAN
UMUM KEPEGAWAIAN INFORMASI PUSTAKA PROTOKOL DAN TATA USAHA PIMPINAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL ’g’L‘




LAMPIRAN XI-3
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
PUSAT KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA

PUSAT
KEBIJAKAN
PENDAPATAN NEGARA
BAGIAN
TATA USAHA
I
I
SUBBAGIAN
PERATURAN DAN HARMONISASI SUBBAGIAN TATA KELOLA

KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
KEBIJAKAN KEPABEANAN KEBIJAKAN KEPABEANAN KEBIJAKAN PAJAK DAN PNBP KEBIJAKAN PAJAK
DAN CUKAI INTERNASIONAL I KEBIJAKAN PAJAK DAN PNBP I INTERNASIONAL
FASILITAS KEPABEANAN PREFBRENS! INDUSTRI PPh UMUM P3B AMERIKA DAN EROPA
SUBBIDANG || SUBBIDANG | SUBBIDANG || SUBBIDANG I [, AUSTSISA]?,]I?XDAASNIC; DASIFIK
CUKAI BEA MASUK TINDAKAN FASILITAS PPN FASILITAS PPh ‘ ’
DAN AFRIKA
SUBBIDANG
SUBBIDANG
SUBBIDANG | | KERJA SAMA ORGANISASI | SUBBIDANG || SUBBIDANG || ERIASAMA HUBUNGAN PAJAK
BEA KELUAR KEPABEANAN PPN JASA DAN PTLL PPh INDUSTRI EKSTRAKTIF INTERNASIONAL
INTERNASIONAL
SUBBIDANG
TARIF BEA MASUK ~ NBPNON SDA a PNBP $DA. | KERJA SAMA ORGANISASI
PAJAK INTERNASIONAL
KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL /g,L‘
HINENNE NN NN




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
PUSAT KEBIJAKAN APBN

PUSAT
KEBIJAKAN
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA

LAMPIRAN XI-4
PERATURAN

MENTERI

KEUANGAN NOMOR

206/PMK.01/2014

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

PAJAK TIDAK LANGSUNG

| | SUBBIDANG KEPABEANAN

DAN CUKAI

SUBBIDANG
TATA KELOLA

PENERIMAAN BUMN

BELANJA MODAL

SUBSIDI INDUSTRI DAN
RUMAH TANGGA

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
KEBIJAKAN PENERIMAAN KEBIJAKAN PNBP DAN KEBIJAKAN BELANJA PUSAT KEBLJAKAN SUBSIDI KEBIJAKAN KEUANGAN
PERPAJAKAN HIBAH DAN PEMBIAYAAN DAERAH
SUBBIDANG SUBBIDANG
| | SUBBIDANG PENERIMAAN | PENERIMAAN SUMBER || BELANJA PEGAWAI, SUBBIDANG || SUBBIDANG
PAJAK LANGSUNG BELANJA BARANG DAN SUBSIDI TRANSPORTASI TRANSFER KE DAERAH
DAYA ALAM
LAINNYA
|| SUBBIDANG PENERIMAAN SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG

] DANA DESA DAN
PEREKONOMIAN DAERAH

SUBBIDANG SUBBIDANG
SUBBIDANG SUBBIDANG
PNBP LAINNYA DAN ] SUBSIDI PERTANIAN DAN —
HIBAH BELANJA BANTUAN SOSIAL LAINNYA PENGELOLAAN APBD
paRMONIsAs | L] SUBBIDANG
KEBLJAKAN APBN PEMBIAYAAN ANGGARAN
KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

TENTANG



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

LAMPIRAN XI-5

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

PUSAT KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO

PUSAT

KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO

TENTANG

BIDANG
BIDANG BIDANG BIDANG
AN AL]iIS]:I)gl\I;?SKAL ANALISIS NERACA PENDAPATAN ANALISIS MONETER DAN NERACA ANALISIS EKON%I\;[‘;INTERNASIONAL PENGEMBANGAN MODEL DAN
NASIONAL PEMBAYARAN HUBUNGAN INVESTOR PENGOLAHAN DATA MAKRO
SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG PENGEMBANGAN

PROYEKSI ASUMSI DASAR

ANALISIS PERMINTAAN AGREGAT

SUBBIDANG
KERANGKA EKONOMI MAKRO

NILAI TUKAR DAN SUKU BUNGA

| EKONOMI DAN KEUANGAN
INTERNASIONAL

SUBBIDANG
INVESTASI

MODEL

SUBBIDANG
ANALISIS
SEKTOR PEMERINTAH

SUBBIDANG
SEKTOR PRIMER

SUBBIDANG
PENGOLAHAN DATA MAKRO

SUBBIDANG
ANALISIS KESEJAHTERAAN DAN
KETENAGAKERJAAN

SUBBIDANG || SUBBIDANG
HARGA LEMBAGA RATING
SUBBIDANG
SUBBIDANG
| KOMUNIKASI DAN INFORMASI
TRANSAKSI BERJALAN INVESTOR

SUBBIDANG
SEKTOR NON PRIMER

SUBBIDANG
TRANSAKSI MODAL DAN FINANSIAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUBBIDANG
TATA KELOLA




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

LAMPIRAN XI-6

PERATURAN MENTERI

KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

PUSAT KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN

PUSAT

KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN

BIDANG
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI KEUANGAN

BIDANG
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
KEUANGAN SYARIAH

BIDANG
KEBIJAKAN KEUANGAN INKLUSIF

BIDANG
PEMANTAUAN SISTEM KEUANGAN

BIDANG
DUKUNGAN KESEKRETARIATAN
STABILITAS SISTEM KEUANGAN

SUBBIDANG SUBBIDANG
KEBIJAKAN PERBANKAN DAN —| KEBIJAKAN PERBANKAN DAN

PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

SUBBIDANG SUBBIDANG

KEBIJAKAN ASURANSI, DANA
PENSIUN, DAN PENJAMINAN

KEBIJAKAN ASURANSI, DANA
PENSIUN, DAN PENJAMINAN
SYARIAH

SUBBIDANG
KEBIJAKAN PASAR MODAL DAN
PASAR KOMODITAS

SUBBIDANG

—| KEBIJAKAN PASAR MODAL DAN
PASAR KOMODITAS SYARIAH

SUBBIDANG
STRATEGI KEUANGAN INKLUSIF

SUBBIDANG
| KOORDINASI KEUANGAN
INKLUSIF

SUBBIDANG
KEBIJAKAN KEUANGAN PUBLIK

SUBBIDANG
TATA KELOLA

SUBBIDANG SUBBIDANG
— | | PENGEMBANGAN PROTOKOL MANAJEMEN
PEMANTAUAN LEMBAGA KRISIS DAN SIMULASI PENANGANAN
KEUANGAN MULAS
PEMANTAUAN SUBBIDANG
PASAR MODAL DAN PASAR B KOORDINA%%&/}IBC?AI;AS SISTEM
KOMODITAS
SUBBIDANG
SUBBIDANG
—  APLIKASI DAN PENGELOLAAN —
DATA SISTEM KEUANGAN INFORMASI DAN HUKUM

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL




LAMPIRAN XI-7
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM DAN MULTILATERAL

PUSAT
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN
IKLIM DAN MULTILATERAL

BIDANG BIDANG
KEBIJAKAN FISKAL PERUBAHAN KERJASAMA INTERNASIONAL DAN P OBégi\\/[Ng 20 FORUM ?\;Bi}l\{li ATERAL B(I)%él\];(}
IKLIM PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM

SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
— SEKTOR INFRASTRUKTUR DAN 7 FORUM INTERNASIONAL — KERJA SAMA MAKRO EKONOMI . INTEZ]??Y%Z]?:;V ]I‘; OD]\?ENT ARY - PRO GSRUA?/]IBi{DEALII\Ki\I GAN

LINGKUNGAN PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

FUND

SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG

| || KERJASAMA PENDANAAN || | | ASIAN DEVELOPMENT BANK - SUBBIDANG
SEI;E%%EE:X;%?&?AN LEMBAGA INTERNASIONAL DAN STABILITAS gi%fg KEUANGAN DAN ISLAMIC DEVELOPMENT PROGRAM NON KEUANGAN
NEGARA MITRA BANK

SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG

1 SEKTOR ENERGI DAN INDUSTRI | PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM — KEBIJAKAN PEMBANGUNAN . FORUM MULTILATERAL —|HUBUNGAN KESEKRETARIATAN
LAINNYA EKONOMI GLOBAL LAINNYA OECD
SUBBIDANG

SUBBIDANG SUBBIDANG

—1 SEKTOR TRANSPORTASI DAN — SUBBIDANG — HARMONISASI DAN DUKUNGAN | INVESTASI DAN KONTRIBUSI
LAINNYA TATA KELOLA TEKNIS DANA LEMBAGA
INTERNASIONAL
HEEEEEEEREE

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL /ﬂl‘




LAMPIRAN XI-8
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
PUSAT KEBIJAKAN REGIONAL DAN BILATERAL

PUSAT
KEBIJAKAN REGIONAL DAN
BILATERAL
I I I I
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
KERJASAMA EKONOMI DAN KERJASAMA EKONOMI DAN KERJASAMA EKONOMI DAN KERJA SAMA PERDAGANGAN EVALUASI DAN HUBUNGAN
KEUANGAN ASEAN KEUANGAN INTERREGIONAL KEUANGAN BILATERAL PERWAKILAN LUAR NEGERI
SUBBIDANG [ | SUBBIDANG [ | BILATERASLUAI?SBIIEAPI\,I‘\CS;IFIK DAN || SUBBIDANG PERDAGANGAN || SUBBIDANG
FORUM KEUANGAN ASEAN FORUM KEUANGAN APEC AFRII(A ' BARANG EVALUASI KERJA SAMA KEUANGAN
SUBBIDANG
SUBBIDANG SUBBIDANG PERDAGANGAN JASA
SUBBIDANG KELEMBAGAAN ASEAN — SUBBIDANG KELEMBAGAAN APEC | BILATERAL AMERIKA DAN EROPA — KEUANGAN — EVALUASI KERJA SAMA NON
KEUANGAN
SUBBIDANG SUBBIDANG
SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG PERDAGANGAN JASA
— KERJASAMA SELATAN SELATAN — — — HUBUNGAN PERWAKILAN LUAR
ASEAN DAN MITRA DAN TRIANGULAR BILATERAL NON PEMERINTAH UMUM NEGERI
SUBBIDANG SUBBDANG
SUBBIDANG SUBBIDANG
NON FORUM KEUANGAN ASEAN — KERJA SAMA SUBREGIONAL DAN — —
DAN ASEAN MITRA REGIONAL LAINNYA KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI TATA KELOLA
HEEEEIENEEE

KELOMPOK JABATAN

N FUNGSIONAL N
[TTLIIILITT] h,




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN

LAMPIRAN XII-1
PERATURAN MENTERI
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

KEUANGAN NOMOR

206/PMK.01/2014

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT
BADAN
|
] ] ] ] ]
BAGIAN
BAGIAN
BAGIAN BAGIAN TEKNOLOGI BAGIAN
ORGANIIJS\‘?{SS;?&N TATA KEPEGAWAIAN KEUANGAN INFORMASI DAN UMUM
KOMUNIKASI
PUSAT PUSAT PUSAT PUSAT PUSAT PUSAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENDIDIKAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER ANGGARAN DAN PELATIHAN BEA DAN KEKAYAAN NEGARA DAN PELATIHAN KEUANGAN
DAYA MANUSIA PERBENDAHARAAN PELATIHAN PAJAK PERIMBANGAN KEUANGAN
CUKAI UMUM
|| BAGIAN || BAGIAN || BAGIAN || BAGIAN || BAGIAN || BAGIAN
TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA
BIDANG

PENJENJANGAN PANGKAT BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG

— DAN PENINGKATAN —  PERENCANAAN DAN PERENCANAAN DAN —  PERENCANAAN DAN - PERENCANAAN DAN —  PERENCANAAN DAN
KOMPETENSI PENGEMBANGAN DIKLAT PENGEMBANGAN DIKLAT PENGEMBANGAN DIKLAT PENGEMBANGAN DIKLAT PENGEMBANGAN DIKLAT

| | PEN GsigﬁiN TES | | BIDANG BIDANG | | BIDANG | | BIDANG | | BIDANG
TERPADU PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG

PENGELOLAAN BEASISWA — EVALUASI DAN PELAPORAN EVALUASI DAN PELAPORAN — EVALUASI DAN PELAPORAN — EVALUASI DAN PELAPORAN — EVALUASI DAN PELAPORAN
KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA KINERJA




LAMPIRAN XII-2
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT BADAN

SEKRETARIAT BADAN

BAGIAN BAGIAN
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI DAN TATA TEKNOLOGI INFORMASI DAN
LAKSANA KEPEGAWAIAN KEUANGAN KOMUNIKASI UMUM
| I | | |
SUBBAGIAN | SUBBAGIAN | SUBBAGIAN | SUBBAGIAN | SUBBAGIAN
ORGANISASI PENGEMBANGAN PEGAWAI PENYUSUNAN ANGGARAN SISTEM INFORMASI TATA USAHA
SUBBAGIAN | ovmisteast nsatan | L SUBBAGIAN 1 SUBBAGIAN 1 SUBBAGIAN
TATA LAKSANA PERBENDAHARAAN DUKUNGAN TEKNIS RUMAH TANGGA
FUNGSIONAL
SUBBAGIAN | | SUBBAGIAN | | SUBBAGIAN | | SUBBAGIAN | | SUBBAGIAN
HUKUM DAN KERJA SAMA KEPATUHAN INTERNAL AKUNTANSI DAN PELAPORAN KOMUNIKASI PUBLIK PENGELOLAAN ASET
SUBBAGIAN
UMUM KEPEGAWAIAN

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL /ﬂL‘




LAMPIRAN XII-3
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PUSAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

BAGIAN TATA USAHA

SUBBAGIAN SUBBAGIAN TATA US/SXII-JliBI?](E}g;\CI}AWAIAN
PERENCANAAN DAN RUMAH TANGGA DAN DAN HUBUNGAN
KEUANGAN PENGELOLAAN ASET MASYARAKAT
[ |
BIDANG
BIDANG BIDANG
PENJENJANGAN PANGKAT DAN
PENINGKATAN KOMPETENSI PENGELOLAAN TES TERPADU PENGELOLAAN BEASISWA
I I I
SUBBIDANG PERENCANAAN | | SUBBIDANG | | SUBBIDANG
DAN PENGEMBANGAN PERENCANAAN TES PERENCANAAN BEASISWA
SUBBIDANG | | SUBBIDANG | | SUBBIDANG
PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN TES SELEKSI DAN PENEMPATAN
SUBBIDANG
SUBBIDANG SUBBIDANG
—| EVALUASI DAN PELAPORAN — —
KINERJA EVALUASI HASIL TES PEMANTAUAN
KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL 4’4




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

LAMPIRAN XII-4
PERATURAN
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN DAN PERBENDARAAN

PUSAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN

KEUANGAN

BAGIAN
TATA USAHA

NOMOR

SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN
KEUANGAN

SUBBAGIAN
RUMAH TANGGA DAN
PENGELOLAAN ASSET

SUBBAGIAN
TATA USAHA,
KEPEGAWAIAN DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT

BIDANG BIDANG BIDANG
PERENCANAAN DAN EVALUASI DAN PELAPORAN
PENGEMBANGAN DIKLAT PENYELENGGARAAN KINERJA
| ] ]
SUBBIDANG | | SUBBIDANG | | SUBBIDANG
PROGRAM PENYELENGARAAN I EVALUASI DIKLAT
SUBBIDANG | | SUBBIDANG | | SUBBIDANG
KURIKULUM PENYELENGARAAN II PENGOLAHAN HASIL DIKLAT
SUBBIDANG SUBBIDANG
—| INFORMASI DAN PELAPORAN
TENAGA PENGAJAR KINERJA

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

206/PMK.01/2014



LAMPIRAN XII-5
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK

PUSAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PAJAK
BAGIAN
TATA USAHA
SUBBAGIAN SUBBAGIAN TS‘;BBAGIAN
PERENCANAAN DAN RUMAH TANGGA DAN KEP}?G:VL\/]Z{/\\I;A]E) N
KEUANGAN PENGELOLAAN ASSET | | HUBUNGAN MASYARAKAT
| |
BIDANG BIDANG BIDANG
PERENCANAAN DAN F EVALUASI DAN PELAPORAN
PENGEMBANGAN DIKLAT PENYELENGGA N KINERJA
I I I
SUBBIDANG SUBBIDANG | | SUBBIDANG
PROGRAM PENYELENGARAAN I EVALUASI DIKLAT
SUBBIDANG SUBBIDANG | | SUBBIDANG
KURIKULUM PENYELENGARAAN II PENGOLAHAN HASIL DIKLAT
SUBBIDANG SUBBIDANG
— INFORMASI DAN PELAPORAN
TENAGA PENGAJAR KINERJA

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL




LAMPIRAN XII-6
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI

PUSAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BEA DAN CUKAI

BAGIAN
TATA USAHA
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN RUMAH TANGGA DAN KE:QCT}QV‘JJ:&I;A]’D N
KEUANGAN PENGELOLAAN ASSET | | HUBUNGAN MASYARAKAT
| I
BIDANG BIDANG BIDANG
PERENCANAAN DAN EVALUASI DAN PELAPORAN
PENGEMBANGAN DIKLAT PENYELENGGA N KINERJA
I T I
SUBBIDANG | | SUBBIDANG | | SUBBIDANG
PROGRAM PENYELENGARAAN I EVALUASI DIKLAT
SUBBIDANG | | SUBBIDANG | | SUBBIDANG
KURIKULUM PENYELENGARAAN II PENGOLAHAN HASIL DIKLAT
SUBBIDANG SUBBIDANG
— INFORMASI DAN PELAPORAN
TENAGA PENGAJAR KINERJA

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL




LAMPIRAN XII-7
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN

PUSAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN

KEUANGAN
BAGIAN
TATA USAHA
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN RUMAH TANGGA DAN KE:QCT}QV‘JJ:&I;A]’D N
KEUANGAN PENGELOLAAN ASSET | | HUBUNGAN MASYARAKAT
| I
BIDANG BIDANG BIDANG
PERENCANAAN DAN EVALUASI DAN PELAPORAN
PENGEMBANGAN DIKLAT PENYELENGGA N KINERJA
I T I
1 SUBBIDANG 1 SUBBIDANG 1 SUBBIDANG
PROGRAM PENYELENGARAAN I EVALUASI DIKLAT
1 SUBBIDANG 1 SUBBIDANG 1 SUBBIDANG
KURIKULUM PENYELENGARAAN II PENGOLAHAN HASIL DIKLAT
SUBBIDANG SUBBIDANG
— — INFORMASI DAN PELAPORAN
TENAGA PENGAJAR KINERJA

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL /ﬂ,Ll




LAMPIRAN XII-8
PERATURAN MENTERI

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN UMUM

PUSAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEUANGAN UMUM

KEUANGAN NOMOR

BAGIAN
TATA USAHA
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN RUMAH TANGGA DAN KE:QCT}QV‘JJ:&I;A]’D N
KEUANGAN PENGELOLAAN ASSET | | HUBUNGAN MASYARAKAT
| I
BIDANG BIDANG BIDANG
PERENCANAAN DAN EVALUASI DAN PELAPORAN
PENGEMBANGAN DIKLAT PENYELENGGA N KINERJA
I T I
SUBBIDANG | | SUBBIDANG | | SUBBIDANG
PROGRAM PENYELENGARAAN I EVALUASI DIKLAT
SUBBIDANG | | SUBBIDANG | | SUBBIDANG
KURIKULUM PENYELENGARAAN II PENGOLAHAN HASIL DIKLAT
SUBBIDANG SUBBIDANG
— INFORMASI DAN PELAPORAN
TENAGA PENGAJAR KINERJA

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

206/PMK.01

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUAN

2014
AN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN

LAMPIRAN XIII

PERATURAN MENTERI

KEUANGAN NOMOR

206/PMK.01/2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

PUSAT
SISTEM INFORMASI DAN
TEKNOLOGI KEUANGAN

BAGIAN
TATA USAHA
|
| | |
SUBBAGIAN
ORGANISASI DAN ?{%%i;(élﬁg SUﬁﬁ[ﬁi}[AN
KEPEGAWAIAN
I I I I
BIDANG BIDANG
BIDANG BIDANG
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI OPERASIONAL TEKNOLOGI
KEBIJAKAN TIK SISTEM INFORMASI INFORMAST DAN INFORMASI DAN
KOMUNIKASI KOMUNIKASI
1 1 1 — 1
SUBBIDANG
SUBBIDANG SUBBIDANG
- - - PENGELOLAAN - SUBBIDANG
PERENCANAAN DAN PERANCANGAN APLIKASI LAYANAN TEKNOLOGI LAYANAN PENGGUNA

ARSITEKTUR TIK

DAN BASIS DATA

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

SUBBIDANG SUBBIDANG
SUBBIDANG
1 PENGEMBANGAN 1 1 PENGELOLAAN
KEBIJAKAN TIK PERANCANGAN JARINGAN APLIKASI
SUBBIDANG SUBBIDANG PEEEEIJ%?IEN
— MANAJEMEN — PENGEMBANGAN APLIKASI | PERTUKARAN DATA DAN
PROGRAM DAN BASIS DATA BASIS DATA
SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
— BINA KEPATUHAN DAN — PENGEMBANGAN — PENGELOLAAN
MANAJEMEN RISIKO TIK JARINGAN JARINGAN
KELOMPOK JABATAN

SUBBIDANG
DUKUNGAN TEKNIS

SUBBIDANG
— OPERASIONAL
PUSAT DATA

SUBBIDANG

FUNGSIONAL

| | KEPUSTAKAAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI




LAMPIRAN XIV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN

PUSAT
PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN

BAGIAN
TATA USAHA
|
| | l
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
UMUM ORGANISASI DAN KEUANGAN
KEPEGAWAIAN
I I I I
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PEMBINAAN PROFESI PEMBINAAN PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN
AKUNTANSI PENILAI PUBLIK DAN AKTUARIS AKUNTAN PUBLIK PENILAI PUBLIK DAN AKTUARIS
I I I I
SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN — PERIZINAN PENILAI PUBLIK — PEMERIKSAAN AKUNTAN PUBLIK — PEMERIKSAAN PENILAI PUBLIK
PROFESI AKUNTANSI DAN AKTUARIS I DAN AKTUARIS I
SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
ANALISIS DAN PELAPORAN — ANALISIS DAN PELAPORAN —1 PEMERIKSAAN AKUNTAN PUBLIK — PEMERIKSAAN PENILAI PUBLIK
PROFESI AKUNTANSI PENILAI PUBLIK DAN AKTUARIS II DAN AKTUARIS II
SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
PENGEMBANGAN PROFESI — PENGEMBANGAN PROFESI —1 PEMERIKSAAN AKUNTAN PUBLIK —1 PEMERIKSAAN PENILAI PUBLIK
AKUNTANSI PENILAIAN DAN AKTUARIA III DAN AKTUARIS III
N I O

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL
N N I O




LAMPIRAN XV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
PUSAT ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN

PUSAT
ANALISIS DAN

HARMONISASI KEBIJAKAN

BAGIAN
TATA USAHA
|
| | |
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
TATA LAKSANA DAN KEUANGAN DAN PENZ%I?.‘?X?{(;?I\]I) ATA
KEPEGAWAIAN RUMAH TANGGA
I I I I
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PROGRAM DAN PROGRAM DAN PROGRAM DAN PROGRAM DAN
KEGIATAN I KEGIATAN II KEGIATAN III KEGIATAN IV
] ] 1 1
SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
1 PROGRAM DAN 1 PROGRAM DAN 1 PROGRAM DAN 1 PROGRAM DAN
KEGIATAN 1A KEGIATAN IIA KEGIATAN IIIA KEGIATAN IVA
SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
1 PROGRAM DAN 1 PROGRAM DAN 1 PROGRAM DAN 1 PROGRAM DAN
KEGIATAN IB KEGIATAN IIB KEGIATAN IIIB KEGIATAN IVB
SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
— PROGRAM DAN — PROGRAM DAN — PROGRAM DAN — PROGRAM DAN
KEGIATAN IC KEGIATAN IIC KEGIATAN IIIC KEGIATAN IVC

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUBBIDANG

— PROGRAM DAN
KEGIATAN IVD




LAMPIRAN XVI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.01/2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
PUSAT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

PUSAT
LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK

BAGIAN
TATA USAHA
|
I | |
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
UMUM KEUANGAN RUMAH TANGGA

I I I

BIDANG BIDANG BIDANG
REGISTRASI DAN VERIFIKASI LAYANAN TEKNIS PENGGUNA KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN SISTEM

I I I
SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
REGISTRASI LAYANAN PENGGUNA PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
VERIFIKASI PUBLIKASI DAN KERJA SAMA PEMELIHARAAN SISTEM APLIKASI
SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG

SERTIFIKASI DIGITAL MONITORING DAN EVALUASI PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SISTEM

N NN N (N N N N N
KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL ’g’Ll
| I I N I I I




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI

LAMPIRAN XVII

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR

206/PMK.01/2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

PUSAT KEPATUHAN INTERNAL KEPABEANAN DAN CUKAI

PUSAT
KEPATUHAN INTERNAL KEPABEANAN
DAN CUKAI
SUBBAGIAN
TATA USAHA
I I
BIDANG BIDANG BIDANG

PENEGAKAN KEPATUHAN
PELAKSANAAN TUGAS

EVALUASI KINERJA

ANALISIS DAN TINDAK LANJUT
KEPATUHAN INTERNAL

SUBBIDANG
TUGAS PELAYANAN

SUBBIDANG
TUGAS PENGAWASAN

SUBBIDANG
TUGAS ADMINISTRASI

SUBBIDANG

SUBBIDANG
ANALISIS DAN TINDAK LANJUT

EVALUASI KINERJA PELAYANAN

SUBBIDANG

KEPATUHAN PELAKSANAAN
TUGAS

SUBBIDANG
ANALISIS DAN TINDAK LANJUT

EVALUASI KINERJA PENGAWASAN

SUBBIDANG

EVALUASI KINERJA

SUBBIDANG

EVALUASI KINERJA
ADMINISTRASI

ANALISIS DAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL
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